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ABSTRAK

Nama - Henty
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Aspek Pelaksandanmah Susun Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
Komparatif Dengan Pelaksanaan Di Singapura Berkasar
The Executive Condominium Housing Scheme Act

Perumahan dan permukiman yang tepat adalah sdlalketautuhan dasar manusia,
tetapi saat ini, ada banyak warga tinggal di daeyahg kurang layak karena
kemiskinan, urbanisasi, dan kurangnya tanah. Adtdriterbaik untuk memecahkan
masalah ini adalah dengan membangun rumah suswamdmarga terjangkau bagi
masyarakat miskin. Rumah susun ini diatur oleh ogdandang no. 16/1985. Saat ini,
ada rumah susun mewah di Indonesia, yang juga ailsgbagai "apartemen” dan
"kondominium”. Rumah susun mewah juga diatur olefdamg-undang nomor
16/1985 yang diarahkan untuk rumah susun sedededimgga undang-undang ini
tidak lagi cocok untuk rumah susun mewah. Tujuam gienelitian ini adalah untuk
mengetahui peraturan untuk rumah susun mewah dnbgia, dengan menggunakan
pendekatan undang-undang dan pendekatan kompatdéigil penelitian ini
membuktikan bahwa pengaturan rumah susun mewammddinésia belum diatur
secara jelas di salah satu undang-undang dalamrhlriidonesia, yang menyebabkan
banyak masalah, seperti tidak ada batasan yarg gekara rumah susun sederhana
dan rumah susun mewah, yang dapat digunakan olélerdga pihak untuk
menggunakan hak yang bukan milik mereka untuk meofgde keuntungan dan
fasilitas. Akibatnya, pengembangan rumah susurk tidgi mencapai sasaran yang
tepat, dan pendapatan pemerintah dari pajak metnjiadi optimal.

Kata kunci :
Rumah susun, Apartemen/kondominium
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ABSTRACT

Name : Henty
Study Program : Magister Kenotariatan
Title . Implementatidspects of Flats Under Law No. 16 of 1985

on the Flats Compared With Implementation In Siogap
Based on the Executive Condominium Housing Schente A

Proper housing and settlement are one of the meds of human, but nowdays,
there are many citizens live in a vile area becafigbe poverty, urbanizations, and
lack of land. The best alternative to solve thisbtem is by building flats with

affordable price to the poor. These flats are r&gal by law no. 16/1985. Nowdays,
there are many luxurious flats in Indonesia, whatso known as “apartments” and
“condominiums”. They also regulated by law no. P83 which is directed for the

low price flats, so this statute is no longer salgdor the luxurious flats. The purpose
of this research is to find the regulation for kimeurious flats in Indonesia, by using a
statute approach and a comparative approach. Resuhis research proves that the
regulation of luxurious flats in Indonesia has megulated clearly in one of the

statute in Indonesia law, which causes many problesuch as there are no clear
limitation between flats and apartments/condomirgiuthat can be used by some
party to use rights which not belong to them. Asute the development of flats is no

longer reach the right target, and the income ef government from tax is not
optimal.

Keywords:
Flats, Apartment/Condominium
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan rpmaeusia, setiap
manusia pasti berusaha untuk memiliki rumah sebagapat tinggal mereka dan
keluarga mereka. Kebutuhan akan perumahan dan pewmukyang layak juga
merupakan salah satu hak dasar dan hak asasi mamidi ini terlihat dari
Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia dalam pasaly2h (1) yang berbunyi:

“Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan atahdlup yang

layak atas kesehatan dan kehidupan serta keluargemnasuk makanan,
pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan s&yamen sosial yang
dibutuhkan, dan hak untuk diperlakukan sama pad& senganggur,

sakit, cacat, menjanda, lanjut usia, dan ketidakpue@m lain untuk

menjalankan kehidupan yang bukan timbul atas keddeng.”

Di Indonesia sendiri, perihal hak manusia atasmpahan dan pemukiman
juga dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negapulitik Indonesia
Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dampaertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehata sberhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”

Fakta menunjukkan bahwa masih banyak rakyat Indaryasg bermukim
di pemukiman kumuh yang tidak layak huni. Hal iikadenakan tingginya angka
kemiskinan rakyat Indonesia, yang menyebabkan raetidik mempunyai daya
beli terhadap perumahan dan pemukiman yang laydliataya mereka terpaksa
bermukim di pemukiman kumuh yang harganya relatifah.

Selain tingginya angka kemiskinan, faktor urbanigaga memegang

peranan penting dalam tingginya pemukiman kumuhndonesia. Urbanisasi

! Indonesiapyndang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1).
Universitas Indonesia
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adalah 1. Perpindahan penduduk secara berduyumdigu desa (kota kecil,
daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan); 2bpkan sifat suatu tempat dari
suasana (cara hidup, dsb) desa ke suasana kota.

Membludaknya jumlah penduduk di kota mengakibatidak tersedianya
sarana pendukung kehidupan bagi mereka, sehinggekanéidak mempunyai
pemukiman dan perumahan yang layak, mereka terpalesailin bertempat
tinggal di pemukiman yang kumuh.

Selain pemukiman kumuh, masalah lain yang dihatagonesia perihal
perumahan dan pemukiman yaitu minimnya jumlah lahenuk dibangun
pemukiman dan perumahan. Karena hampir seluruim ldhkota telah dibangun
berbagai macam bangunan, fasilitas umum, pusat-ppsgelanjaan dan
sebagainya. Dengan demikian lahan di kota tersmagat minim untuk
dibangun perumahan dan pemukiman lagi. Hal ini rp@eh dengan tingginya
tingkat urbanisasi, sehingga kepadatan pendudukotd semakin bertambah,
sedangkan lahan dikota jumlahnya tidak bertambah.

Perkembangan pemukiman di daerah perkotaan merkamluahwa tanah
kosong yang tersedia sudah semakin langka, dan hagga tanah semakin
meningkat karena permintaan terlalu tinggi, sedangkreal tanah perkotaan ini
tetap tidak berubah.

Salah satu alternatif untuk menyelesaikan permlaalgperumahan dan
pemukiman di kota yaitu dengan pembangunan rumatinsuPembangunan
rumah susun sangat tepat untuk dapat memenuhiltebupemukiman di kota
yang semakin padat penduduknya dengan lahan yar@gtds. Selain itu
pembangunan rumah susun merupakan salah satua#iftarntuk mengurangi
pemukiman kumuh. Jadi, masyarakat yang bermukinpetnukiman kumuh
dihimbau untuk membeli rumah susun yang telah disutbleh pemerintahan,
sehingga harganya dapat terjangkau.

2 pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasikagaiys Besar Bahasa Indonesia Edisi
Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal. 1252.
® A.P. ParlindungarKomentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman &
Undang-Undang Rumah Susun, Cet. 2, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hal. 82.
Universitas Indonesia
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Sebagai salah satu alternatif yang telah ditempulydk negara dalam hal
keterbatasan lahan untuk perumahan dan pemukimaka mumah susun telah
dibangun di berbagai daerah di Indonesia, khusudnkata Jakarta yang minin
lahan kosong ini.

Indonesia telah memiliki peraturan sendiri memgenmah susun, yaitu
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang RumaluirSusebijaksanaan
umum pembangunan perumahan diarahkan uhtuk:

a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalagkuhgan yang
sehat, secara adil dan merata, serta mampu memsamkehidupan
masyarakat yang berkepribadian Indonesia;

b. mewujudkan pemukiman yang serasi dan seimlsesyiai dengan pola
tata ruang kota dan tata daerah serta tata guah t@ng berdaya guna
dan berhasil guna.

Sejalan dengan arah kebijaksanaan umum tersebuta ndadaerah
perkotaan yang perpenduduk padat sedangkan tanghemedia sangat terbatas,
perlu dikembangkan pembangunan perumahan dan perankdalam bentuk
rumah susun yang lengkap, seimbang, dan serasaddingkungannya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang RumabrSoeengatur
mengenai prioritas peruntukkan rumah susun di led@nyaitu bagi golongan
ekonomi lemah. Sehingga terhadap golongan ekonemalh yang hendak
membeli rumah susun, harus diutamakan dan jugaridideenudahan. Hal ini

tercermin dari pasal-pasal dalam undang-undangletsyakni:

“Pasal 3

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk:

(1) a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagatakerutama
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendahly yaenjamin
kepastian hukum dalam pemanfaatannya.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka tujuan dari pegnban rumah susun
yaitu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak lgaipngan ekonomi
rendah.

* IndonesiaPenjelasan Umum Undang-Undang Tentang Rumah Susun, UU No. 16

tahun 1985.
Universitas Indonesia
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Pasal 11

(1) pemerintah memberikan kemudahan bagi golongasyarakat yang
berpenghasilan rendah untuk memperoleh dan menshkian rumah
susun.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dikaajib untuk
memberikan kemudahan bagi golongan ekonomi lemabhkumemiliki rumah
susun. Kemudahan-kemudahan ini misalnya dalam kep&mberian kredit
pemilikan jangka panjang dengan bunga rendah, nmauwmngan cara tidak
langsung dalam bentuk subsidi silang, keringanamdang perpajakan, dan
usaha-usaha lain yang dapat mengakibatkan hargahrsmsun menjadi lebih
rendah.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka terlihdas jebahwa
pembangunan rumah susun di Indonesia diutamakark wdglongan ekonomi
lemah, termasuk mereka yang bermukim di pemukinuemnuk.

Seiring perkembangan zaman, konsep rumah suskerbeang menjadi
pengertian “apartemen” dan “kondominium”. PengertiGapartemen” dan
“kondominium” sangat akrab ditelinga kita sebaganian yang mahal, yang
hanya bisa dimiliki oleh golongan ekonomi menenkglatas.

Perkembangan lain bahwa rumah-rumah susun yadgrrsma ini
kemudian juga diduduki oleh middle-income peoplejala ini mungkin perlu
dipelajari apa sebab yang terjadi dan ini berkajteza dengan kemungkinan
harga-harga yang ditawarkan untuk memperoleh bdgagran dari rumah susun,
meningkat tajam, dan apakah low-income people betsekan kembali ke
kehidupan awal di rumah-rumah atau kawasan yangukukembali karena dari
penghasilan yang mereka peroleh tidak mampu unteklayar segala biaya
dalam kehidupan dirumah susun, termasuk pemyitilga rumah tersebut dan
sebaliknya mereka yang tergolong middle class getidgk mampu membeli
rumah-rumah yang sebanding dengan kehidupan masyaya®

Budaya untuk tinggal di rumah-rumah susun merupaksuatu
perkembangan baru yang perlu diamati untuk masansakarang ini. Di

® A.P.Parlindungamp.cit., hal. 87-88.
Universitas Indonesia
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samping itu, tidak terhindari di perkotaan, kargr@amintaan dari masyarakat
yang lebih mampu, untuk rumah-rumah yang lebih nedan dengan konsep
privasi yang tinggi dengan segala fasilitasnya taltemui dalam “apartemen”
dan “kondominium”.

Bangunan-bangunan rumah susun mengalami pergesatara, sehingga
istilah yang digunakan lebih mentereng, sepertatfegmen” dan “kondominium”.
Istilah-istilah tersebut berkonotasi sebagai huki@ngan harga yang tinggi.

Di Indonesia, khususnya di Jakarta, dapat dengamam ditemui
apartemen dan kondominium di setiap sudut kota.gBaan-bangunan ini
memiliki wujud fisik yang sangat megah dan mewadm tddak dapat dipungkiri
bahwa bangunan-bangunan tersebut menjual unitaatitannya dengan harga
yang tidak terjangkau untuk golongan ekonomi lemabh.

Pasal 1 Undang-undang Rumah Susun menyebutkarabang diartikan
dengan Rumah Susun adalah bangunan gedung bettyagkg dibangun dalam
suatu lingkunan, yang terbagi dalam bagian-bagiangydistrukturkan secara
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal deerupakan satuan-satuan
yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakaraseterpisah, terutama untuk
tempat hunian , yang dilengkapi dengan bagian bexsabenda bersama dan
tanah bersama.

Apartemen dan kondominium termasuk kedalam peiagetangunan
gedung bertingkat yang distrukturkan secara fumgdialalam arah horizontal
maupun vertikal , yang dibedakan kedalam bagiasdoea, benda bersama dan
tanah bersama. Dengan demikian , jelas bahwa peagamengenai apartemen
dan kondominium turut tunduk kepada Undang-Undaonghdl 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun.

Semua pengaturan mengenai rumah susun, aparteroadprkinium,
termasuk flat, hotel, gedung-gedung perkantoramf@agunan secara vertikal)

semuannya mengacu kepada Undang-Undang Rumah Selsagai dasar hukum

Universitas Indonesia

Aspek pelaksanaan..., Henty, FH Ul, 2011.



pengaturannya. Hal ini disebabkan dalam bahasa nmusemuannya disebut
rumah susufi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang RumaurSterlanjur
diperuntukkan untuk perumahan sederhana, sebagasuaad dijelaskan pada
pasal 1 Undang-undang tersebut, sungguhpun dalsa g4 Undang-Undang

tersebut disebutkan:

(1). ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang inilake dengan
penyesuaian menurut kepentingannya terhadap rwuabn yang
dipergunakan untuk keperluan lain;

(2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksach dglat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah;

namun sampai sekarang belum ada Peraturan Perhetmtsebut, sehingga
segala jenis rumah susun selain daripada rumahnssederhana belum ada
peraturannya, sedangkan pada waktu ini telah bdraegnpembangunan rumah-
rumah susun mewah terutama di ibu-ibu kota di les@i

Tunduknya rumah susun mewah kepada Undang-UndangoNd6

Tahun 1985 tentang Rumah Susun ini dipertegas da@enjelasan Undang-

Undang itu sendiri, yaitu dalam penjelasan Pasala24y berbunyi:

“Undang-undang ini mengatur rumah susun terutaniakutlempat hunian.
Mengingat bahwa dalam kenyataannya ada kebutuham minah susun
yang bukan untuk hunian yang mendukung fungsi pémak dalam
rangka menunjang kehidupan masyarakat, antara nagalnya untuk
tempat usaha, tempat perbelanjaan, perkantorandpstrian, maka untuk
dapat menampung kebutuhan tersebut ketentuan-watedalam Undang-
Undang ini dinyatakan berlaku juga terhadap rumegurs bagi keperluan
lain dengan penyesuaian seperlunya.”

Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tah@&3 i®ntang
Rumah Susun makin menegaskan bahwa Undang-Undanguga berlaku

terhadap rumah mewah, yang tidak termasuk kat@goumahan dengan sasaran

® M. Rizal Alif, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam
Kerangka Hukum Benda, Cet. I, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009), f74l.
" Ibid., hal. 99
Universitas Indonesia
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golongan ekonomi lemah. Selain rumah susun mewamgunan seperti kantor,
hotel, dan gedung perkantoran juga turut tundulatepundang-undang ini.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan rumabnsdi Indonesia
ini secara luas, yang berarti “apartemen” dan “konithium”, rumah studio, hotel
dan gedung perkantoran termasuk ke dalam pengertiavah susun dalam
Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang RumabnSus

Tunduknya “apartemen” dan “kondominium” kepada Urgiandang
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ini bértoédakang dengan dasar
filosofis Undang-Undang Rumah Susun itu sendirireka seperti telah
dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa pasglngangatur pembangunan
rumah susun terutama kepada golongan ekonomi lekiahini berimbas pada
perlu lahirnya suatu Undang-Undang yang lebih menadtuk menjadi landasan
hukum pengaturan rumah susun mewah tersebut, kasebstansi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susuk tatfi sesuai untuk
pengaturan bangunan-bangunan tersebut, yaitu lthatganakan untuk golongan
ekonomi lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahvianrb@da pengaturan
yang memadai dan sesuai untuk pembanguan rumah swsmuah yang berharga
tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis héndeeneliti dan membahas lebih
lanjut mengenai pengaturan rumah susun mewah tetgagan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dengam jegdis “ASPEK
PELAKSANAAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 1985 TENTANG RUMAH SUSUN KOMPARATIF
DENGAN PELAKSANAAN DI SINGAPURA BERDASARKAN THE
EXECUTIVE CONDOMINIUM HOUSING SCHEME ACT”

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dan benardvemerupakan karya
ilmiah penulis yang dilakukan untuk menemukan saliasi permasalahan yang
ada, mengingat sampai saat ini belum ada suatankggrmasalahan berkaitan

dengan permasalahan yang penulis kemukakan sebgumn
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, makausan masalah dari
tesis ini:
1. Bagaimanakah praktek pelaksanaan dari ketetdndang-Undang No.
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun?
2. Bagaimanakah dengan arah perkembangan akartamrdari rumah

susun mewah?

1.3.  Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dikemukakarnsdiatzka tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menelusuri dan mengsaglengaturan rumah susun
mewah di Indonesia dilihat dari ketentuan Undangtulg Nomor 16 Tahun
1985 Tentang Rumah Susun

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengatahyang
membicarakan atau mempersoalkan mengenai cararedaiksanakan penelitian
(yang meliputi kegiatan menelusuri/mencari kembakncatat, merumuskan dan
menganalisis sampai menyusun laporannya) berdas#akéa-fakta atau gejala-
gejala secara ilmiah.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelinanalah penelitian
yuridis normatif . Dalam penelitian yuridis nornfatyang dilakukan vyaitu
menelaah dan pembahasan terhadap ketentuan hukbususkya perihal
pengaturan rumah susun mewah di Indonesia berkdéagan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.

8 Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,”
Law Review Vol. V, No. 3 (Karawaci : Fakultas Huklwniversitas Pelita Harapan, Maret 2006).
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1.4.1. Tipologi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan ditelitka npeneliti
menggunakan penelitian eksplanatoris-preskriptifigydoertujuan untuk
untuk memberikan jalan keluar dan saran untuk mesgaermasalahan
rumah susun di Indonesia yang tidak sesuai untigkagikan dalam rumah

susun mewah di Indonesia.

1.4.2. Jenis Data Yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian iaiadd penelitian
hukum yang dilakukan terhadap data sekunder bekapan terhadap
asas-asas maupun norma-norma hukum yang terdagaiadn perundang-

undangan. Data sekunder yang diperoleh dari semlidtakaan.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Prosedur perolehan bahan kepustakaan dan sekuralem d

penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber peizliberupa:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yandféters
autoritatif, artinya mempunya otoritas. Bahan hukprmer
ini bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang dajkan
meliputi undang-undang dan peraturan pemerintathaBa
hukum primer yang digunakan dalam penelitian inlijmos:

I. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah

Susun;

ii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan

dan Permukiman;

iii. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang

Rumah Susun.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berupa kasbli

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-bulekst

Universitas Indonesia

Aspek pelaksanaan..., Henty, FH Ul, 2011.



10

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komenta
komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum vyang
memberikan informasi hukum tentang bahan hukum qrim
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus danriree

1.4.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dengan caradgi@tan

kualitatif, yaitu dengan menganalisa data dan miernasimpulan dari

hasil penelitian bahan hukum, yaitu data sekundenatisa dengan

metode kualitatif. Selanjutnya dilakukan perbandmgpelaksanaan di

Indonesia dan Singapura.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi kedalanalbab pembahasan, yaitu:

BAB |

BAB Il

PENDAHULUAN

Penulis memaparkan mengenai latar belakang dari
pemilihan topik tesis ini, rumusan masalah, metode
penelitian yang digunakan, dan terakhir mengenai
sistematika penulisan untuk memberikan gambaran
menyeluruh bagi para pembaca mengenai tesis ini.
PEMBAHASAN

Penulis memaparkan mengenai landasan teori untuk
memberikan penjelasan tentang permasalahan. Adapun
landasan teori yang dipergunakan yaitu perumahan da
pemukiman sebagai keperluan primer, rumah susuagaeb
bentuk kebijaksanaan umum pembangunan perumahan, da
hukum rumah susun sebagai bagian dari hukum

kondominium.

Universitas Indonesia
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Berikutnya penulis akan memaparkan mengenai hasil
penelitian dan analisis mengenai masalah yang gedan
dibahas dalam tesis.

BAB Il SIMPULAN DAN SARAN
Penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dalam
BAB Il ini. Kesimpulan dipaparkan sebagai jawalstas
masalah-masalah yang telah dianalisis dalam BAB II.
Selain memberikan kesimpulan, pada bab ini penutia

akan memberikan saran-saran terhadap masalahuerseb

Universitas Indonesia

Aspek pelaksanaan..., Henty, FH Ul, 2011.



12

BAB I
TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN RUMAH SUSUN DI
INDONESIA DAN SINGAPURA

2.1. Landasan Teori

Setiap manusia memiliki kebutuhan atau keperluatandahidupnya.
Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi oleh manusialam rangka
mempertahankan kehidupannya. Jadi, manusia setasluakan selama-lamanya
berurusan dengan berbagai keperluan di dalam ke#idhya.

Berbagai keperluan tersebut timbul karena dalamjaten kehidupannya

di dunia, manusia selalu berhadapan dengan segalanmkeperluan hidup, baik
jasmani maupun rohani. Kebutuhan jasmani menyandisik manusia,
sedangkan kebutuhan rohani menyangkut psikis, yed@ntal dan kejiwaan
manusia.

Menurut tingkat kepentingannya, keperluan dibedatas’

1. Keperluan primer, yaitu keperluan yang terasaga@a penting bagi
orang yang bersangkutan sehingga baginya kepeiiamaruslah
dipenuhi paling dulu atau paling pertama;

2. Keperluan sekunder, vyaitu keperluan yang dibagang yang
bersangkutan terasa sebagai keperluan yang hapesutii setelah
terpenuhinya keperluan primer;

3. Keperluan tersier, yaitu keperluan yang bagngrgang bersangkutan
terasa sebagai keperluan yang baru dapat diperiahaklelah berhasil
memenuhi keperluan-keperluan primer dan sekundernya

Adapun contoh keperluan primer yang bersifat bemndaisalnya yaitu:’

a. keperluan akan rumah tinggal yang layak/memadai &&perluan

papan berikut seperangkat perabot rumah tangga;

b. keperluan akan sandang dan pangan yang cukup/memada

c. keperluan sarana transportasi yang murah, cepardan;

® Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halidak Milik, Keadilan dan Kemakmuran,
Suatu Tinjauan Falsafah Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 15-16.

%1bid., hal. 15-16.
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d. keperluan akan tempat usaha yang layak;

e. keperluan akan tempat rekreasi yang nyaman;

f. keperluan akan persediaan uang (tabungan) yangpcukuuk
mendanai berbagai keperluan yang dihadapi itu {egdé waktunya;

g. keperluan-keperluan bendawi lainnya.

2.1.1. Perumahan dan Pemukiman Sebeagai Keperlu@rimer

Berdasarkan uraian tersebut sebelumnya, maka rtingdal atau
papan merupakan salah satu keperluan primer. &garkian primer ini
tidak dipenuhi maka manusia tidak dapat mempertarakehidupannya.
Sehingga rumah tinggal menjadi suatu keharusan yangat penting bagi
hidup manusia.

Perumahan selalu diperhatikan oleh negara, karenar@ahan ini
akan menjadi tolak ukur dari kesejahteraan dan kemaean dari suatu
masyarakat® Di Indonesia, perihal perumahan yang baik dankayga
telah diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari pathgan hal mengenai
perumahan di dalam hukum Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T&lf4b
pun mengatur perihal perumahan dan permukiman, lgarigunyi “Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bgsée tinggal, dan
mendapat lingkungan hidup baik dan sehat sertaakerhemperoleh
pelayanan kesehataff”

Hukum lain yang mengatur mengenai perumahan dinesia
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang rRahan dan
Permukiman. Dalam Undang-Undang tersebut, disebuthkmhwa

penataan perumahan dan pemukiman bertujuan dhtuk:

1 A.P. Parlindungaromentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman &
Undang-Undang Rumah Susun, Cet. 2, (Bandung : Mandar Maju, 2001), hal. 1.
12 IndonesiaUndang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H.

13 IndonesiaUndang-Undang Tentang Perumahan dan Permukiman, UU No. 4 Tahun
1992, Pasal 4.
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a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu ketyutuh
dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemasrat
kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layakndala
lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;

c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebara
penduduk yang rasional;

d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosiaayay

dan bidang-bidang lain.

2.1.2 Kebutuhan Akan Rumah Susun

Rumah susun sudah dikenal didunia ini sejak larakin tercatat
dalam sejarah lahirnya rumah susun itu sendira Bipandang dari sudut
riwayat atau timbulnya Hukum Rumah Susun dari amalanya, maka
kenyataan membuktikan bahwa hukum ini bukan lagiupekan suatu
hukum yang baru, mengingat perumahan dengan sik@ominium
atau sistem rumah susun itu sendiri sudah ada $mjek bahkan ribuan
tahun Sebelum Masehi.

Salah satu bangsa yang menerapkan sistem rumah sasu
Bangsa Dravida yang berwilayah di daerah datanaggii Dekhan dan
sekitarnya. Dilembah sungai Indus mereka membardyua buah kota
yakni Mohenjo Daro dan Harapa, jauh sebelum masukgngsa Aria
yang mengembara dari asal mereka di Persia damgl&e Hindustan
pada sekitar tahun 1500 Sebelum Masehi ke daerkhabétu’*

Reruntuhan kota dan fosil-fosil mereka yang diketieam
kemudian oleh para ahli sejarah dan budayawan bhéapat bahwa
bangsa Dravida ini telah memiliki tingkat peradattadup yang tinggi
pada zamannya dan kebudayaan mereka juga sudadt szajg ketika itu.

Dari prasasti-prasasti yang bertulisan piktograpadadiketahui bahwa

14 A. Ridwan Halim,Analisis Sendi-Sendi Hukum Hak Milik, Kondominium, Rumah
Susun dan Sari-Sari Hukum Benda (Bagian Hukum Perdata), hal. 183.
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salah satu kebudayaan mereka yang termaju pada masialah
kebudayaan pembangun&n.

Salah satu wujud dari sistem pemukiman penduduk yartata
dengan baik oleh mereka ialah pembangunan geduhgigebertingkat
yang menjadi tempat tinggal bersama warga di M@hBgro dan Harapa
tersebut, meskipun tingkat yang dimiliki oleh gedurrsebut hanya dua
buah dan bentuknya masih sangat sedertfana.

Begitu pula halnya dengan keadaan pembangunan kiag
jumpai di Romawi Timur mulai zaman kejayaan Bizamtisampai dengan
jatuhnya kota Istambul ke tangan Bangsa Turki gatdan 1953. Bangsa
Turki sendiri dalam sejarah kebudayaannya ternybgeyak juga
meresepsi pola-pola kebudayaan yang universahegara Romawi yang
berhasil ditundukkannya itu, termasuk diantaranyabukiayaan
membangun int’

Demikianlah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tamgnggal
dengan sistem rumah susun sudah lama dikenal ng®ogaturannya
secara yuridis formal pada waktu itu sangatlah rbeae atau bahkan
mungkin sama sekali belum ada.

Selanjutnya sejarah membuktikan bahwa hukum ruraatirskian
berkembang seiring dengan kian majunya pembanggadang-gedung
betingkat di kelima benua di dunia ini, terutamag dan Amerika yang
sudah mengalaminya sejak dini atau jauh lebih dahipada ketiga benua
lainnya yang baru kemudian menyusulnya pula, yascpra implisit

termasuk negara kita di dalamnya.

2.1.2.1. Latar Belakang Lahirnya Rumah Susun di Doia
Rumah susun sudah dikenal di dunia ini sejak ldrabini

tercatat dalam sejarah lahirnya rumah susun itudiserBila

% bid., hal 184.
% 1bid., hal. 185.
7 bid., hal. 185.
8 bid., hal 185.
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dipandang dari sudut riwayat atau timbulnya Hukuam@h Susun

dari awal mulanya, maka kenyataan membuktikan batmtaim

ini bukan lagi merupakan suatu hukum yang baru, gingat

perumahan dengan sistem kondominium atau sisteralrigasun

itu sendiri sudah ada sejak bahkan ribuan tahuel&ebMasehi.

Berdasarkan sejarah lahirnya rumah susun di doma&a

latar belakang dari lahirnya rumah susun di duniapatl

disimpulkan sebagai berikdi:

a.

Kian bertambahnya jumlah warga atau penduduk dari
saat ke saat yang sudah tentu memerlukan kian
banyaknya tempat tinggal dan tempat usaha;

Kian bertambah majunya pengetahuan dan teknologi
yang sudah tentu pula menimbulkan peningkatan
aktivitas manusia dalam berupaya memenuhi
ketentuan kemajuan zaman, baik volume maupun
ragamnya. Akibatnya, kian perlunya tempat bekerja
atau tempat usaha yang semakin luas dari masing-
masing pihak yang jumlahnya makin banyak pula,
tentunya lagi-lagi menimbulkan akibat semakin
terbatasnya tanah-tanah yang masih kosong;

Khusus di negara-negara kediaman bekas penjajah,
kian terasanya keterbatasan lahan atau tanah untuk
tempat pemukiman maupun tempat usaha akan
semakin terasa lagi pada waktu terjadinya
kemerdekaan koloni-koloni atau negara-negara
jajahan mereka yang tentunya akan berlanjut pada
kepulangan para warga bangsa penjajah yang tadinya
berdiam di koloni atau wilayah jajahan bangsanya
tersebut ke negaranya sendiri. Padahal, para warga

bangsa penjajah yang berdiam di koloni-koloni

9 bid., hal. 193-194.
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bangsanya itu mungkin sudah hidup beranak cucu
sampai beberapa keturunan terutama bila penjajahan
itu sendiri sudah berlangsung cukup lama.

Inti dari latar belakang lahirnya rumah susun teuse
yaitu masalah jumlah penduduk yang semakin bertanbladkan
membludak sedangkan lahan untuk dijadikan tempaggél dan
tempat usaha tidaklah bertambah, sehingga dibutubdwatu
sistem pembangunan tempat tinggal yang dapat lebimyak
menampung manusia dan juga pembangunan tempat yaaga
lebih banyak memberikan ruang usaha. Sistem pembangyang
dahulu yaitu pembanguan secara horizontal sudatk tdampu
menyeimbangi angka pertumbuhan manusia. Sistem gegnban
secara vertikal dianggap sebagai solusi terbaik meErmasalahan

ini, yang lebih dikenal dengan rumah susun.

2.1.2.2. Latar Belakang Lahirnya Rumah Susun di Idonesia

Perkembangan hukum rumah susun sampai juga di
Indonesia. Perihal pengaturan rumah susun ini setedh lahir
pada tahun 1985, dalam bentuk undang-undang Nogdrahun
1985 tentang Rumah Susun. Jadi pengaturan rumaim Sesara
yuridis formal di Indonesia lahir pada tahun 1988itu sejak 24
tahun yang lalu.

Latar belakang lahirnya rumah susun di Indonestaran

lain:

a. Menurut A.P. Parlindungan, pembangunan rumah
susun, terutama di wilayah perkotaan, merupakan
suatu kemutlakan sebagai akibat terbatasnya tanah
untuk perumahan tersebut dan permintaan akan papan

semakin tinggf®

20 A.P. Parlindungarpp. cit., hal.91.
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Kebutuhan akan perumahan yang layak huni semakin
meningkat. Meningkatnya kebutuhan akan perumahan
dan pemukiman sangat erat kaitannya dengan
kependudukan, seperti jumlah penduduk, laju
pertumbuhannya, dan perubahan rata-rata jumlah jiwa
per keluarga. Hal tersebut merupakan masalah yang
dihadapi, terutama di kota-kota besar di Indonesia,
seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan
Semarang.

b. Menurut Arie S. Hutagalung, kelima kota besar di
Indonesia akan memerlukan tanah sekitar 8000 Ha
tiap tahunnya®
Hal ini dikarenakan adanya fenomena yang dikenal
dengan “urbanisasi’. Urbanisasi adalah perpindahan
penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi merupakan
masalah yang cukup serius bagi kota-kota besar di
Indonesia. Urbanisasi dapat muncul dikarenakan daya
tarik kota yang sangat tinggi, seperti misalnya
kesempatan kerja, fasilitas pendidikan, hiburan dan
sebagainya.

Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa
dengan kota akan menimbulkan  berbagai
permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan
namun jumlah lahan untuk tempat tinggal tidak
bertambah menyebabkan para pendatang tidak dapat
memiliki perumahan dan permukiman yang layak di

kota.

L Arie S. HutagalungCondominium dan Permasalahannya, (Depok : Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 1998), hal. 2.
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Menurut Arie S. Hutagalung, kelima kota besar di
Jakarta memerlukan tanah sekitar 8000 Ha tiap
tahunnya, jadi setiap tahun angka ini akan berlipat
ganda, sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana
mungkin ada pembangunan tempat tinggal yang
hanya secara horizontal. Penyediaan lahan 8000 Ha
ini dapat dicapai per tahunnya hanya dengan
pembangunan secara vertikal.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985
tentang Rumah Susun, khususnya dalam pasal 3,
dijelaskan bahwa pembangunan rumah susun adalah:
i. untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak

bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang
berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian
hukum dalam pemanfaatannya dan;

ii. untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan
kelestarian sumber daya alam dan menciptakan
lingkungan permukiman yang lengkap, serasi, dan
seimbang.

Latar belakang lahirnya rumah susun di Indonedighle

kurang sama dengan lahirnya rumah susun dari keakanynegara
di dunia, yaitu dalam rangka mengatasi masalahumpddhan
angka penduduk yang signifikan, sedangkan angkakutempat
tinggal dan tempat usaha tidak bertambah. Namumdbnesia

diperparah dengan tingginya angka fenomena urksnisa

2.1.2.3. Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Inuesia
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Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan PresideroNo
7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangkenlydn
(RPJM) 2004-2009, dimana salah satu permasalaharagienda
pentingnya yaitu upaya percepatan pembangunansinfkur,
termasuk di dalamnya masalah pembangunan perumdhan
pemukiman guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan
lingkungan yang sehat. Termasuk di dalam upaya yauiu
pembanguan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunaaayae
60.000 unit dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusyna
sebanyak 25.000 unit bagi kebutuhan masyarakathbghasilan
menengah ke bawah dengan penghasilan dibawah eeteaigah
juta rupiah perbulan melalui peran swasta atau akama
pemerintah dan swasta (Public Private Partnership).

Guna menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor Witah
2005 tersebut, pemerintah telah menerbitkan Kepuat@&residen
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Kordinasi Percapata
Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. aiam
pertama angka 1 Keputusan Presiden tersebut disebut
“Membentuk Tim Kordinasi Percepatan Pembangunan d&kum
Susun di Kawasan Perkotaan, yang untuk selanjutihydalam
Keputusan Presiden ini disebut Tim Kordinasi, untukmpercepat
pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan geimemuhi
kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasiidah.”

Butir pertama angka 2 Keputusan Presiden terseiit |
lanjut menjelaskan bahwa “Kawasan Perkotaan sefagai
dimaksud pada angka 1 yang menjadi prioritas, mtlipilayah-
wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk di ataguia jiwa.”

Tindakan nyata dari Keputusan Presiden tersebutpber

pembangunan Rusunawa dan Rusunami yang dipricaiask

22 M. Rizal Alif, Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam
Kerangka Hukum Benda, cet. II, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009), hdl.
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kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk diatagith5iwa,
yaitu sebanyak 1000 Tower Apartemen Murah Pro Raliyeo
Populis) sampai dengan tahun 2011 dengan mendapbttduan
subsidi dan insentif dari pemerintah atau pemerintiaerah
(Pemdayf?

Sejarah pembangunan rumah susun di Indonesia
menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan rumah
(Developer) Perumnas (BUMN) telah membangun Rumaduis
Sederhana (Rusuna) dalam rangka peremajaan kotalumel
pendekatan “membangun tanpa menggusur” di sepulahingi
sejak tahun 1979. Sebanyak 16. 870 unit Rusunad&umRusuna
Sewa telah dibangun antara lain di provinsi DKl alek Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, SumateasalUtan
Sulawesi Selataff.

Pembangunan Rusuna ini dilakukan dalam rangka
mengantisipasi kecenderungan meningkatnya arusnisdsa ke
kota, terutama dari golongan masyarakat berpenghasienengah
kebawah serta sulitnya mendapatkan lahan murahedkofaan,
merupakan kewajiban pemerintah guna mewujudkand@seaan
dan meningkatkan taraf hidup serta kehidupan makgarsecara
utuh melalui pemerataan penyediaan perumahan yamak Ihuni
dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Peuban
Rusuna ini telah sesuai dengan bunyi butir pertamgka 1
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentangKidrdinasi
Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasantderko
yaitu di prioritaskan bagi golongan masyarakat eeghasilan
rendah.

Selain Perumnas (BUMN), ada juga penyelenggaraan

pembangunan rumah susun milik swasta (Developemg ya

2 |bid., hal. 14.
24 1pid., hal. 17.
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tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) dirfakada tahun
2004 terdapat 4000 unit Satuan Rumah Susun Mewah at
“kondominium” atau “apartemen” yang sedang dipasaskbaik
yang dijual maupun disewakan, dan kemudian di sdemigan
4000-5000 wunit Satuan Rumah Susun Mewah yang sedang
dibangur?®

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelamny
dapat disimpulkan bahwa selain pembangunan Rusuerak juga
pembangunan rumah susun dengan harga yang tinggi da
penampilan yang mewah, yang biasa dikenal dengtlahis
“kondominium” atau “apartemen” di kota-kota besairtionesia.
Bahkan kini, lebih mudah dijumpai rumah susun mewahpada
Rusuna di kota-kota besar di Indonesia.

Pembangunan rumah susun mewah di Indonesia
menambah satu lagi tambahan latar belakang lahitngah susun,
yaitu dalam rangka mengikuti perkembangan zamaity yatuk
memenuhi kebutuhan akan suatu hunian yang bepsitatsi atau
memberikan privasi yang dilengkapi dengan berbgsgditas yang
lengkap dan mewah, serta memenuhi keinginan bedbd&pngan,
khususnya masyarakat menengah ke atas akan gaya rielvah

layaknya hotel.

Prioritas Rumah Susun Bagi Golongan Masyarak
Berpenghasilan Rendah

Pengaturan rumah susun secara yuridis formal téilabmangkan

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentangaRuBusun.

Berdasarkan undang-undang ini, dasar filosofisrigfai rumah susun di

Indonesia yaitu dalam rangka menyediakan perumaaag layak bagi

golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Peopig@gadaan rumah

% bid., hal. 17.
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susun bagi golongan masyarakat berpenghasilan reshj@at dilihat dari

hal-hal sebagai berikut:

2131

Istilah-Istilah “Golongan Masyarakat Berpaghasilan
Rendah”

Istilah “golongan masyarakat berpenghasilan rendah”

dapat kita temui dalan Undang-Undang Nomor 16 Tah®85

tentang Rumah Susun, diantaranya sebagai berikut:

a. Considerans Undang-Undang Rumah  Susun,

khususnya huruf a:

“Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan

peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam

usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan
perumahan sebagaimana diamanatkan dalam garis-
garis Besar Haluan Negara, diperlukan peningkatan

usaha-usaha penyediaan perumahan yang layak,
dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli
rakyat terutama golongan masyarakat yang

mempunyai penghasilan rendah.”

Tujuan pembangunan rumah susun yang dimuat

dalam pasal 3 Undang-Undang Rumah Susun,

khususnya dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a:

“Pembangunan rumah susun Dbertujuan untuk
memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi
rakyat, terutama golongan masyarakat yang
berpenghasilan rendah, yang menjami kepastian
hukum dalam pemanfaatannya.”

Bab IV Pembangunan rumah susun, khususnya pasal

5 ayat (1):

‘Rumah susun dibangun sesuai dengan tingkat
keperluan dan kemampuan masyarakat terutama bagi
yang berpenghasilan rendah.”
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Aspek pelaksanaan..., Henty, FH Ul, 2011.



24

Penjelasan undang-undang lalu menjelaskan
bahwa penyesuaian tersebut baik mengenai jumlah,
kualitas bangunan, lingkungan maupun persyaratan
dan tata cara untuk memperolehnya.

d. Bab V Pemilikan Satuan Rumah Susun, khususnya
pasal 11 ayat (1):

“Pemerintah memberikan kemudahan bagi golongan
masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk
memperoleh dan memiliki satuan rumah susun.”

Penjelasan undang-undang lalu mengemukakan
lebih lanjut mengenai kemudahan ini, yaitu bantuan
pemerintah secara langsung dengan memberikan
kredit pemilikan jangka panjang dengan bunga
rendah, maupun dengan cara tidak langsung dalam
bentuk subsidi silang, keringanan dibidang
perpajakan, pembangunan prasarana oleh pemerintah
dan usaha-usaha lain yang dapat mengakibatkan harga
rumah menjadi lebih rendah.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 11 ayat (1)
juga dijelaskan bahwa dalam hal rumah susun untuk
hunian dibangun diatas tanah yang sebelumnya
merupakan daerah pemukiman yang kumuh, maka
kepada masyarakat penghuni semula diberikan
prioritas untuk menghuni rumah susun tersebut dan
diberikan kemudahan-kemudahan seperti tersebut,
sehingga harganya  terjangkau oleh  yang
bersangkutan.

e. Penjelasan Umum Undang-Undang Rumah Susun:
1) Paragraf Keempat
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. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara
pembangunan perumahan untuk memenuhi
kebutuhan yang terus meningkat perlu ditangani
secara mendasar, menyeluruh, terarah, dan
terpadu, oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, dengan keikutsertaan secara aktif usaha
swasta dan swadaya masyarakat. Pembangunan
perumahan yang telah dirintis sejak Pelita | perlu
ditingkatkan dan dikembangkan, khususnya
perumahan dengan harga yang dapat dijangkau
oleh daya beli golongan masyarakat yang
berpenghasilan rendah.

Paragraf Kesepuluh

. Khususnya bagi golongan masyarakat yang
berpenghasilan rendah yang ingin memiliki
satuan rumah susun, mendapatkan prioritas dan
kemudahan-kemudahan baik langsung maupun
tidak langsung agar harganya dapat terjangkau.
Paragraf Ketigabelas
Pembangunan rumah susun ditujukan terutama
untuk tempat hunian, khususnya bagi golongan
masyarakat yang berpenghasilan rendah...

Istilah-istilah yang muncul dalam Undang-Undang Rbm
Susun berupa “golongan masyarakat berpenghasilauwlahné
menunjukkan bahwa undang-undang ini mengatur peguivem
rumah susun sederhana yang nilai jualnya relatiflab, sehingga
mampu dibeli oleh golongan masyarakat berpengmasiadah.

Dasar ontologis dari suatu undang-undang merupakan
latar belakang lahirnya undang-undang tersebut, laiessa disebut
dengan dasar filosofis. Dasar ontologis suatu ugendang
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terdapat dalam penjelasan umumnya. Dalam penjeldsalang-
Undang Rumah Susun jelas disebutkan mengenai tpgori
pembangunan rumah susun bagi golongan masyarakat
berpenghasilan rendah, sehingga jelas bahwa desafiflahirnya
Undang-Undang Rumah Susun yaitu untuk memenuhingsran
yang layak dan terjangkau oleh golongan masyarakat

berpenghasilan rendah.

2.1.3.2. Peraturan-Peraturan Pelaksana dari Undangyndang
Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun
Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun, ada beberapa peraturan lainnya yagg ju
menunjukkan pengadaan rumah susun diutamakan kepada
golongan masyarakat berpenghasilan rendah, diayersebagai
berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2006 tentang Tim Kordinasi Percepatan
Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.
Seperti disebutkan sebelumnya, dalam Keputusan
Presiden ini diatur pembentukan Tim Kordinasi untuk
mempercepat pembangunan rumah susun bagi
golongan masyarakat berpenghasilan rendah di
kawasan perkotaan;

2. Kesepakatan Bersama antara Menteri Perumahan
Rakyat Republik Indonesia dengan Kepala Badan
Pertanahan Nasional dengan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara antara lain:  Nomor
06/SKB/M./2007; Nomor  MOU-01/MBU/2007;
Nomor 4.SKB-BPN.RI-2007 tentang Pemanfaatan
Tanah Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
untuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun di
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Kawasan Perkotaan bagi Masyarakat Menengah
Kebawah;

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 1336/KMK.04/1989 tentang Pemberian
Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan vyang
Terhutang atas Unit Hunian Rumah Susun yang
Dibangun dan/atau Diadakan oleh Perum Perumnas;

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 683/KMK.04/1990 tentang Pemberian
Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan yang
Terhutang atas Unit Hunian Rumah Susun yang
Dibangun dan/atau Diadakan oleh Perum Perumnas;

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah
Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun
Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan
Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai;

6. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
01/KPTS/1994 tanggal 17 Januari 1994 tentang
Perubahan Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/1993
tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman
dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kapling
Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah
Susun Sangat Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan
Rumah Susun Sederhana (KP-Rusun);

7. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
04/KPTS/1995 tanggal 11 April 1995 tentang
Perubahan Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/1994
tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman
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dengan Dukungan Fasilitas Kredit Pemilikan Kapling
Siap Bangun (KP-KSB), Kredit Pemilikan Rumah
Susun Sangat Sederhana (KP-RSS), Kredit Pemilikan
Rumah Susun Sederhana (KP-Rusun);

8. Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
UM.01.11.SM/IV/108 tanggal 13 April 2007 tentang
Pembentukan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja
Percepatan Pembangunan Rumah Susun Sederhana di
Kawasan Perkotaan;

9. Peraturan Menteri Negara Perumahan rakyat Nomor
07/Permen/M/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang
Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan
Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR-
Sarusun Bersubsidi.

Peraturan-peraturan tersebut dari tahun 1989 sampai
dengan yang paling baru tahun 2007, semuanya mengetihal
pengadaan rumah susun sederhana bagi golongan ralegya
menengah kebawah dan juga pemberian keringanad&epareka
dalam membeli rumah susun tersebut, misalnya dekigalit dan
pemberian subsidi.

Sampai pada tahun 2007 masih lahir peraturan yang
mengatur pengadaan rumah susun bagi golongan ra&ayar
berpenghasilan rendah, namun mulai dari tahun-térsebut pula
banyak lahir rumah susun mewah yang harganya telgngkau
oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah.inggeh
Undang-Undang Rumah Susun sudah tidak sesuai kgiath
perkembangan zaman, ditandai dengan lahirnya bamyalah
susun mewah yang juga turut tunduk pada undangagnitia Hal
ini bertentangan dengan dasar filosofis Undang-dgdRumah
Susun. Bukti tundukknya rumah susun mewah pada ngada

undang ini dikemukan selanjutnya.
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2.1.4. Tundukknya Rumah Susun Mewah Pada Undang-Urashg

Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Rumah susun mewah lebih dikenal dengan istilahrtapeen” atau
“kondominium”. Istilah-istilah ini kerap dihubungkadengan gaya hidup
mewabh, dimana harga jualnya juga sangat tinggia&gdn istilah rumah
susun memang sudah lekat dengan image sederhagandbarga jual
yang rendah, bahkan kadang berpenampilan kumuh.

Tidak dapat dipungkiri bahwa rumah susun mewaluinit tunduk
pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Ru®agun, hal
ini dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:

2.1.4.1. Terminologi Rumah Susun Secara Luas

Pengertian dari rumah susun sebagai berikut:

"Rumah Susun" adalah bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan,
yang terbagi dalam bagian-bagian yang

distrukturkan secara fungsional dalam arah

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat
hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama,
benda-bersama dan tanah bersaffa.”

Pengertian  tersebut jelas menunjukkan  bahwa
“apartemen” dan “kondominium” merupakan juga terakas
bangunan gedung bertingkat yang terdiri dari masiaging unit
satuan yang dapat dimiliki secara terpisah, ju¢endkapi dengan
bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersaanauhah
susun mewah tersebut termasuk dalam pengertianhrignsun
sebagai pasal 1 ayat (1) tersebut.

Kata “terutama” dalam pasal 1 ayat (1) tersebut

menandakan bahwa dimungkinkan adanya bangunan gedun

26 Indonesialndang-Undang Tentang Rumah Susun, No. 16 Tahun 1985, Pasal 1 ayat
D).

Universitas Indonesia

Aspek pelaksanaan..., Henty, FH Ul, 2011.



30

bertingkat untuk keperluan lain selain tempat honaalaupun
dalam pasal ini bukan diutamakan untuk itu. Contxain
dipergunakan untuk tempat hunian yaitu gedung p¢okan, hotel,
ruko/rukan, town house dan sebagainya.

Sebenarnya rumah susun mewah atau “apartemen” dan
“kondominium” mempunyai fungsi sama dengan rumabBusy
yaitu sebagai tempat hunian, hanya saja imagenyeede, rumah
susun identik dengan kesederhanaan dan harga yamghm
sedangkan “apartemen” dan “kondominium” sebaliknya.

Semua pengaturan mengenai rumah susun, apartemen,
kondominium termasuk flat, town house, ruko/rukamtel,
gedung-gedung perkantoran (pembangunan secari&alegemua
mengacu kepada undang-undang rumah susun sebagahd&um
pengaturannya. Hal ini disebabkan dalam bahasanhsleimuanya

disebut rumah susu.

2.1.4.2. Substansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 198
Tentang Rumah Susun Mengatur Rumah Susun
Mewah
Rumah susun mewah sendiri tunduk pada Undang-

Undang Rumah Susun, bahkan tidak hanya rumah susuah

tetapi juga termasuk bangunan bertingkat lainnyangya

diperuntukkan untuk tempat usaha. Rumah susun meéewatuk
pada undang-undang rumah susun dapat dilihat ddrstansi
maupun penjelasan undang-undang itu sendiri.

Substansi dari undang-undang itu sendiri mengadtihal
rumah susun mewah dan bangunan bertingkat lainmyaad

dalam pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:

2" M. Rizal Alif, op. cit., hal. 71.
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Pasal 24

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang
ini berlaku dengan penyesuaian menurut
kepentingannya terhadap rumah susun yang
dipergunakan untuk keperluan lain.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Rumah susun untuk keperluan lain di sini dapattiaar
untuk tempat usaha, seperti yang telah dijelaskarelsmnya.
Untuk lebih jelasnya lagi, penjelasan pasal 24 jugaekankan hal

tersebut, yakni:

“‘Undang-undang ini  mengatur rumah susun

terutama untuk tempat hunian. Mengingat bahwa
dalam kenyataannya ada kebutuhan akan rumah
susun yang bukan untuk hunian yang mendukung
fungsi pemukiman dalam rangka menunjang

kehidupan masyarakat, antara lain misalnya untuk
tempat usaha, tempat perbelanjaan, pertokoan,
perkantoran, perindustrian, maka untuk dapat
menampung  kebutuhan tersebut ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang ini dinyatakan
berlaku juga terhadap rumah susun bagi keperluan
lain dengan penyesuaian seperlunya.”

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan pengaturan rumamsusu
untuk keperluan lain selain tempat usaha diatuhli&mnjut dengan
Peraturan Pemerintah. Keharusan adanya pengateraeriptah
ini disadari karena ada ketidakcocokan antara déigasofis
undang-undang ini dengan keberadaan rumah susuralmdan
rumah susun untuk keperluan lain, sehingga ayamg)yebutkan
pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut daReraturan
Pemerintah. Namun permasalahannya yaitu belum Rdmaturan

Pemerintah yang mengatur perihal tersebut, sehidggat

disimpulkan bahwa rumah susun mewah dan rumah susturk
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keperluan lain tetap tunduk kepada Undang-Undangid¥ol6
Tahun 1985 tentang Rumah Susun ini.
Bukti lain penundukkan rumah susun mewah dan rumah

susun keperluan lain pada undang-undang ini, yaitu:

“Pembangunan rumah susun ditujukan terutama
untuk tempat hunian, khususnya bagi golongan
masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun
demikian pembangunan rumah susun harus dapat
mewujudkan pemukiman yang lengkap dan

fungsional, sehingga diperlukan adanya bangunan
gedung bertingkat lainnya untuk keperluan bukan

hunian yang terutama berguna bagi pengembangan
kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Oleh

karena itu dalam pembangunan rumah susun yang
digunakan bukan untuk hunian yang fungsinya

memberikan lapangan kehidupan masyarakat,
misalnya untuk tempat wusaha, pertokoan,

perkantoran, dan sebagainya, ketentuan- ketentuan
dalam Undang-undang ini diberlakukan dengan

penyesuaian menurut kepentingann$a.”

Hal ini merupakan pembohongan publik, karena di sat
sisi Undang-Undang Rumah Susun mengatur prioritagi b
golongan masyarakat berpenghasilan rendah, namsiai dain
rumah susun mewah dan rumah susun untuk keperduarnurut
tunduk pada undang-undang ini, sehingga sudah tataksejalan
dengan landasan filosofis undang-undang ini. Dendamikian,
perlu adanya suatu pengaturan baru terpisah datamgrUndang

Rumah Susun yang mengatur mengenai rumah susunhmewa

2.1.5. Perbandingan The Executive Condominium Houirsg Scheme

Act di Singapura dengan Undang-Undang Rumah Susunid

%8 |ndonesiaPenjelasan Umum Undang-Undang Tentang Rumah Susun, No. 16 Tahun
1985
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Indonesia

Negara Singapura mengatur perihal kondominium dadatvuah
aturan yang dikenal dengdhe Executive Condominium Housing Scheme
Act. Pengaturan kondominium di Singapura dalam adentilang cukup
singkat namun memuat hal-hal umum yang pentingg&enannya akan
dikemukakan lebih lanjut.

Menteri dapat membangun sebuah kondominium untuk
menyediakan akomodasi perumahan untuk golongan arest tertentu
yang boleh ia tentukan. Menteri juga dapat memipexaturan dalam
rangka menjalankan ketentuan dalam act ini, terkaperaturan
sehubungan dengah:

a. Syarat dan Ketentuan untuk penjualan akomodasinparan

berupa kondominium;

b. Golongan  masyarakat yang  diperbolehkan  membeli
kondominium, termasuk namun tidak terbatas paddifikasi
mengenai pendapatan, ukuran minimum dari keluarga,
kewarganegaraan dan kepemilikan dari properti igndari
orang-orang tersebut;

c. Menetapkan hukuman (jika hukuman ini tidak dibayagka

%9 Singapura,The executive Condominium Housing Scheme Act, Bagian 3 ayat (1) dan
(2), yang berbunyi:
3. (1) The Minister may establish an executive daminium scheme to provide housing
accommodation to such class of persons as he nteymiee.
(2) The Minister may make regulations for the ags of carrying out the provisions of this

Act, including regulations for or with respect to —

(@) the terms and conditions for the sale of anysing accommodation under the
executive condominium scheme;

(b) the persons to whom any housing accommodatiay be sold under an executive
condominium scheme, including but not limited te tjualifications as to income,
the minimum size of the family, citizenship of amanership of any other properties
by all or any such persons; and

(c) prescribing the penalty (such penalty, if udpdo constitute a debt due to the
Government under the executive condominium schemeba recoverable as such)
to be paid to the Government by any purchaser lodusing accommodation sold
under the executive condominium scheme or by arpliggmt for such housing
accommodation for non-observance or non-compliavite any of the restrictions,
conditions or requirements of sections 5 and 9ein bf any action which may be
taken against him under any of those provisions.
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akan ditetapkan menjadi hutang kepada pemerintahy ykan
dibayar kepada pemerintah oleh pembeli kondomiratepun
yang mengajukan  permohonan  sehubungan dengan
kondominiun tersebut, karena ketidaktaatan dard&lpatuhan
terhadap larangan, ketentuan atau persyaratanbdgian 5
(Batasan untuk membeli kondominiun) dan bagian 9
(Pengambilan paksa akomodasi perumahan dan pemytah
Dewan).

Undang-Undang Rumah Susun mengatur perihal
pembangunan rumah susun yang diutamakan untuk ggohon
masyarakat berpenghasilan rendah, seperti yangr ditiam
pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun, yarigiiog
rumah susun dibangun sesuai dengan tingkat kepediaa
kemampuan masyarakat terutama bagi yang perpetayhasi
rendah.

Pengaturan di Singapura juga dapat disimpulkan bahw
pengadaan kondominium di sana juga untuk golongeeritu
yang ditetapkan dari segi penghasilan, jumlah kgha
kewarganegaraan dan kepemilikan properti lainnyandan
demikian tidak sembarang orang bisa memiliki konthoum di
Singapura. Batasan ini diatur lebih detil di Bag&amari The
Executive Housing Scheme Act.

d. Bagian 4 The Executive Housing Scheme Act mengaguhal
penunjukkan developer atau pengembang. Dari masaasa,
Menteri boleh menunjuk satu atau lebih pengembamiyku
membangun di atas tanah tertentu yang telah dukaent dan
untuk menjual kondominium di atas tanah tersebetgdn

pemberitahuan dalam lembaran berita netfara.

% |bid., Bagian 4, yang berbunyi:

4. The Minister may from time to time, by notificati in the Gazette, appoint one or more
developers to develop such land as he may speniyt@ sell any housing accommodation
under the executive condominium scheme.
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Pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susumgatuen

pengembangan rumah susun dapat diselenggarakanBalgéin Usaha

Milik Negara atau Daerah, Koperasi, dan Badan Uddilik Swasta yang

bergerak di bidang itu, serta Swadaya Masyarakat.

Bagian 5 The Executive Housing Scheme Act mengpéuihal

pembatasan untuk membeli kondominium. Pengaturaryayeu tidak

seorangpun diperbolehkan membeli kondominium jikeng tersebut atau

istrinya telah™

a. dalam jangka waktu sejak membuat permohonan peambeli
kondominium sampai tanggal diterbitkannya izin kahakan
sementara, membeli atau memiliki flat, rumah, geduatau
tanah;

b. dalam jangka waktu 30 bulan sebelum tanggal peagaju
permohonan pembelian kondominium, atau antara #dngg
pengajuan permohonan tersebut sampai dengan terbizim
kedudukan sementara, menjual flat, rumah, geduag tanah
yang dimilikinya;

c. membuat kekeliruan mengenai fakta materiil ataunysgaan

yang salah dalam materi tertentu, baik sengaja oraujglak

1 1bid., Bagian 5 ayat (1), yang berbunyi:
5. (1) Subject to the provisions of this Act, no gmar shall be entitled to purchase any housing
accommodation under the executive condominium sehésuch person or his spouse has
at any time —

(@)

(b)

(©)

(d)

between the date of making an applicationuccipase the housing accommodation
and the date of issue of the temporary occupateEnmip in respect of the housing

accommodation, owned or purchased any flat, hdus&ling or land or has an estate
or interest therein;

within 30 months immediately prior to the dafemaking an application to purchase
the housing accommodation, or between the datedaf application and the date of

issue of the temporary occupation permit in respédhe housing accommodation,

sold any flat, house, building or land of whichJias the owner, or divested himself
of any estate or interest therein;

made any misrepresentation of a material factfalse statement in a material

particular, whether innocently or otherwise, relgtito the purchase of the housing
accommodation; or

between the date of making an application uccipase the housing accommodation
and the date of issue of the temporary occupateEnmip in respect of the housing

accommodation, become ineligible to purchase thesing accommodation by virtue

of any regulation made under section 3 (2).
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sengaja, sehubungan dengan pembelian akomodasigiean;

d. dalam jangka waktu sejak membuat permohonan peambeli
kondominium sampai tanggal diterbitkannya izin kaokan
sementara, menjadi tidak dapat memenuhi persyanabéunk
membeli akomodasi perumahan, sebagaimana yangdeiah
dalam bagian 3 ayat (2) (peraturan yang dibuat eneontuk
golongan masyarakat yang dapat membeli kondomirsemerti
penghasilan, kewarganegaraan, dsb).

Jika ada orang yang membeli kondominium yang beategan
dengan keempat ketentuan tersebut, ia tidak diparken dalam
pendaftaran di bawah The Land Title Act (cap. 18i®ngenai jaminan
atas akomodasi perumah#n.

Sebelum diterbitkannya izin kedudukan sementara,pgamegang
yakin bahwa pembeli telah melanggar atau berteataigngan bagian 5
ayat (1) tersebut, maka pemegang harus:

a. menyerahkan peringatan tertulis terhadap pembehganai
keinginannya untuk meletakkan unit kondominium dbrg
dibawah tanggung jawab pengembang;

b. bila belum ada jaminan yang didaftarkan, menyemhka
peringatan tertulis tertulis terhadap pembeli meage
keinginannya untuk mengakhiri perjanjian jual beinit
kondominium??

Pembeli yang merasa keberatan dengan peringatahstéersebut,

%21pid., bagian 5 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Where any person purchases any housing accdation under the executive condominium
scheme in contravention of subsection (1), he stwlpresent for registration under the Land
Titles Act (Cap. 157) the assurance of the houaowpmmodation.

#bid., bagian 5 ayat (3), yang berbunyi:

(3) Where, before the date of issue of the temparacupation permit in respect of any housing
accommodation under the executive condominium sehéme developer is satisfied that any
purchaser has contravened subsection (1) or settibh@), the developer shall —

(@) serve a written notice upon the purchaseh®tiousing accommodation of its intention
to lodge with the Registrar of Titles an instrumantier subsection (5) for the vesting
in the developer of the title to or the estatenteriest in that housing accommodation; or

(b) where no assurance has been registered irurfasfothe purchaser, serve a written
notice upon the purchaser of the housing accomrmdaf its intention to terminate
the sale and purchase agreement.
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dapat dalam jangka waktu 14 hari setelah diterbrilya surat peringatan
tersebut mengajukan banding kepada menteri yangtl&gnnya sudah
final dan tidak dapat dipertanyakan di pengadilamnapun. Jika
permintaan banding telah diajukan, pengembang tidglerbolehkan
untuk meletakkan unit tersebut dibawah tanggungalmpya sampai
dengan putusan banding telah ditetapKan.

Batasan untuk seseorang membeli rumah susun dnds@ yang
diberikan oleh Undang-Undang Rumah Susun diatanddPasal 8, yaitu
satuan rumah susun dimiliki oleh perseorangan htalan hukum yang
memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tantdsaBaini terlalu
umum untuk membatasi perolehan rumah susun.

Peraturan di bawah undang-undang ada yang mengatratasan
tersebut secara lebih detil, yaitu pembatasan syaesieka yang bebas
PPN dan harga maksimal rumah susun yang bebaRRErtersebut, serta
pembatasan penghasilan dan harga maksimal rumah gasg diberikan
subsidi, tepatnya dalam Peraturan Menteri KeuamRgpublik Indonesia
No. 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah SedertrRoradok Boro,
Asrama Mahasiswa dan Pelajar Serta Perumahan laigapg Atas
Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PajakmBaltan Nilai.
Penjelasan Mengenai hal tersebut akan dijelaskah lanjut dalam sub-
sub analisis.

Bagian 6 The Executive Housing Scheme Act mendeturatian
orang yang mengajukan permohonan sebelum ditenntka izin
kedudukan sementara, yaitu pengembang harus mdhkarata
permohonannya dan mengakhiri perjanjian jual belhdominium (jika

ada), dan segala uang yang telah dibayarkan atseratikan setelah

% |bid., Bagian 5 ayat (4) dan (5), yang berbunyi:

(4) Any purchaser who is aggrieved by the seraita notice under subsection (3) may, within
14 days after service of the notice, appeal toMivaster whose decision shall be final and
shall not be called in question in any court.

(5) Where an appeal has been made to the Minisider subsection (4), the developer shall not
proceed to lodge any instrument for the vestingheftitle to or the estate or interest in the
housing accommodation in itself until the appeal been disposed of.
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dikurangi biaya administrasi dan biaya hukum yagtt dikeluarkan oleh
pemegang harus dikembalikan kepada orang tersdbut aang yang
berhak atas uang terseBut.

Undang-Undang Rumah Susun tidak mengatur perihalakan
pembeli setelah diajukan permohonan pembelian rususiun. Adanya
pengaturan ini cukup melindungi dan menjamin babkivaembeli rumah
susun tidak akan salah sasaran. Karena jika seadaembelian ini tidak
dibatalkan, bisa saja kondominium ini jatuh ke emgewaris atau pihak
yang tidak memenuhi syarat pemilikan rumah susun.

Bagian 7 The Executive Housing Scheme Act mengatmgenai
larangan peralihan hak akomodasi perumahan. Kedaletigan surat
tertulis dari Menteri, tidak seorangpun diperboketk

a. dalam jangka waktu sejak membuat permohonan peambeli
kondominium sampai tanggal diterbitkannya izin kahakan
sementara, atau:

b. dalam jangka waktu minimum occupation period, yaittahun
setelah diterbitkannya izin kedudukan sementara,
mengalihkan akomodasi perumahan kepada pihak ik
untuk pertimbangan dengan cara pemberian hadiad, at
membuat suatu trust atas akomodasi tersebut dibpivak lain
manapun.

Ayat (2) mengatur jika ada pengalihan yang dibaéau
pembuatan trust yang mana bertentangan denganuetetersebut harus
batal demi hukum. Ayat (3) mengatur pemberian hukurbagi pihak
yang bertentangan dengan ketentuan sebelumnyay yhityatakan

bersalah karena melanggar dan dikenakan dendaasdimsarnya $ 10,

% bid., Bagian 6, yang berbunyi:

6. Where any applicant for the purchase of any ha@usioccommodation under the executive
condominium scheme dies before the issue of thepdesmy occupation permit in respect of
the housing accommaodation, the developer shalgssriihe Minister otherwise directs, cancel
the application and terminate the sale and purchgssement (if any), and all moneys paid or
deposited less any administrative and legal cestsanably incurred by the developer shall be
refunded to the person or persons entitled to theays.
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000

Undang-Undang Rumah Susun tidak mengatur periahdman
peralihan ini, namun Peraturan Menteri KeuanganuBldp Indonesia
Nomor 36/PMK.03/2007 mengatur bahwa rumah susuerBada yang
bebas dari PPN harus memenuhi ketentuan tidak dgpatahtangankan
dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimilikinya. Jangkaktu ini sama
dengan jangka waktu yang ditetapkan Singapura. Ngmtihal hukuman
jika melanggar juga tidak jelas di atur.

Bagian 8 The Executive Housing Scheme Act mengatmgenai
peralihan akomodasi perumahan karena pemiliknyainggal dalam
jangka waktu 10 tahun setelah diterbitkannya izdudukan sementara.
Peralihan karena kematian pemilik, baik dengan atasiaupun tanpa
wasiat, atau peralihan kondominium oleh wakil darmeninggal dalam
jangka waktu 10 tahun setelah diterbitkannya izdudukan sementara,
tidak boleh didaftarkan di bawah ketentuan darie Thnd Title Act (cap.
157) tanpa pernyataan persetujuan tertulis daritenenlika Menteri
menolak untuk memberikan pernyataan tertulis, mddenteri boleh
menempatkan akomodasi perumahan tersebut dengarRégistrar of
Titles di bawah tanggung jawab Dewan. Menteri boleénempatkan
akomodasi perumahan tersebut dengan The Regidtraitles dibawah

tanggung jawab Dewan dalam keadaan-keadaan sdimiait>’

% bid., Bagian 7 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:
(2) Any transfer made or trust created in corgrdion of subsection (1) shall be null and void.
(3) Any person who contravenes subsection (1) bleadjuilty of an offence and shall be liable
on conviction to a fine not exceeding $10,000.
" pid., Bagian 8 ayat (1), (2), dan (3), yang berbunyi:

8. (1) The transmission on the death of the owwagther testate or intestate, or any transfer by
the personal representatives of a deceased owrgerhofising accommodation under the
executive condominium scheme within 10 years of dlage of issue of the temporary
occupation permit in respect of the housing accodation shall not be registered under
the provisions of the Land Titles Act (Cap. 157}heut the prior written consent of the
Minister.

(2) Where the Minister refuses to give his consgrmter subsection (1), the Minister may lodge
an instrument with the Registrar of Titles to h#we housing accommodation vested in the
Board.

(3) Where —
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tidak ada pewaris atau wakil yang ditunjuk dengaasiat
ataupun tanpa wasiat dari si pemilik yang meninghatia
dalam jangka waktu 12 bulan sejak meninggalny&siilik;

telah ada pewaris atau wakil tetapi wakil atau pesatarsebut
tidak mengajukan permohonan kepada Menteri untuk
diterbitkannya pernyataan tertulis untuk peralilomodasi
perumahan tersebut dalam jangka waktu 6 bulan sejak
penunjukkan pewaris atau wakil;

surat pernyataan dari Menteri telah diterbitkatageperalihan
akomodasi perumahan tersebut tidka dilaksanakan tatak
mempunyai efek dalam jangka waktu yang telah ditean

oleh Menteri.

Ketika Menteri telah menetapkan akomodasi perum#traebut di

bawah tanggung jawab Dewan, maka Menteri w&jib:

a. menyerahkan peringatan tertulis kepada wakil atewapis

dari si meninggal dan semua orang yang diketahui da

(b)

(@) no representation has been taken out undewither on the intestacy of a deceased

(b)

(©

owner of a housing accommodation under the exezwindominium scheme within

12 months from the death of the owner;

representation has been taken out but thepaksepresentatives do not apply for the
Minister's consent for the transmission or transéérthe housing accommodation

within 6 months from the date of representation; or

the Minister's consent for the transmissiortransfer of the housing accommodation
has been obtained but the transmission or tramdfédre housing accommodation is
not effected within the period specified by the Iiar, the Minister may lodge an

instrument with the Registrar of Titles to have Hmising accommodation vested in
the Board.

% |bid., Bagian 8 ayat (4), yang berbunyi:
(4) Where the Minister decides to lodge an instmiménder subsection (2) or (3) to have the
housing accommodation vested in the Board, thest#nishall —
(&) serve a written notice on the personal repitesiges of the deceased owner of, and on all
persons known or believed to have an interest @teed, the housing accommodation;

and

in the case where no representation is takenserve a written notice on all persons
known or believed to have an interest or estatbérhousing accommodation and affix a
copy thereof on a conspicuous part of the housiegrmmodation,

of his intention to lodge with the Registrar of [|&& an instrument of vesting under
subsection (2) or (3) and of the compensation t@did by the Board therefor and the
date on which the instrument will be lodged as edaid, not being a date earlier than 28
days after the date of service of the notice.
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dipercaya memiliki kepentingan atas akomodasi pahan
tersebut, dan;

b. dalam kasus tidak ada wakil atau pewaris yang pikin
menyerahkan peringatan tertulis kepada semua oyang
diketahui dan dipercaya memiliki kepentingan atesn@odasi
perumahan tersebut, serta melampirkan salinan yang
menyatakan keinginannya untuk menempatkan akomodasi
perumahan tersebut di bawah tanggung jawab deveanjuda
kompensasi (ganti rugi) yang harus dibayarkan dewsarta
tanggal akan ditempatkannya akomodasi perumahan itu
dibawah tanggung jawab dewan, tanggal itu tidalkelbdébih
sedikit dari 28 hari serta diterbitkannya suratsparjuan dari
Menteri.

Jumlah kompensasi yang harus dibayar Dewan terteldapodasi
perumahan yang ditempatkan dibawah tanggung javeataD ditetapkan
oleh Menteri. Dewan boleh mengurangi jumlah kompsenyang harus
dibayarkan dengan biaya administrasi dan biaya imuktang telah
dikeluarkan, dan boleh menahan kompensasi terselogpai Dewan telah
mengambil kepemilikan dari akomodasi perumaharebers®

Jika ada akomodasi perumahan yang ditempatkan udialba
tanggung jawab Dewan berdasarkan ketentuan dalajarbani, maka
Dewan boleh memproses untuk mengambil kepemilikas akomodasi
perumahan tersebut dengan jangka waktu paling lathdari setelah
diterbitkannya surat peringatan, dan jika petugas Bewan di tentang
atau dihambat dalam proses pengambilan kepemiligesebut, Dewan

boleh mengambil pertimbangan untuk mengusir pengtian akomodasi

(@)

(8)

% |bid., Bagian 8 ayat (7) dan (8)gng berbunyi:
The amount of compensation to be paid by thar® for any housing accommodation vested
in the Board under this section and the order abripy for the payment of such
compensation shall be prescribed by the Minister.
The Board may deduct, from any compensatiogapie in respect of any housing
accommodation vested in the Board under this sectoy administrative and legal costs
reasonably incurred, and may withhold such compge@rsauntil the Board has taken
possession of the housing accommaodation.
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perumahan tersebut bersamaan dengan pemaksaangbamyean untuk
menyingkirkan segala benda dan properti yang bgadhhkan lain yang
ditemukan di dalam akomodasi perumahan terseb@al®eakomodasi
perumahan yang ditempatkan dibawah tanggung jawekab di bagian
bawah Bagian ini harus dijual oleh Dewan kepada@g@ang tertentu
dengan pertimbangan oleh Ment&i.

Pasal 10 Undang-Undang Rumah Susun mengatur badkvaihk
atas satuan rumah susun dapat beralih dengan @amigan atau dengan
cara pemindahan hak sesuai dengan ketentuan hulang perlaku.
Undang-Undang Rumah Susun memperoleh peralihanmigk dengan
pewarisan ataupun pemindahan hak. Namun, khusuk umamah susun
sederhana diatur lebih lanjut oleh peraturan mesgbagaimana yang
telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam jangkauakahun tidak
boleh dialihkan, khusus bagi rumah susun yang nmatlan subsidi bagi
pemerintah. Berarti bagi rumah susun non-subsidu aumah susun
mewah tidak masalah jika ada peralihan hak miliggitlagi Undang-
Undang Rumah Susun mengatur hal yang tidak jetaskatbur, disatu sisi
memperbolehkan peralihan dan di sisi lain melargagewat peraturan
pelaksana. Kembali lagi ini disebabkan karena Ugddndang Rumah
Susun mengatur peruntukkan bagi golongan masyamakaiengah ke
bawah namun pembangunan rumah susun mewah juganggamgi

Undang-Undang Rumah Susun ini.

“0|bid., Bagian 8 ayat (9) dan (10), yang berbunyi:

(9) Where any housing accommodation has been dvést¢he Board under this section, the
Board may proceed to take possession of the howmingmmodation on the expiry of a
period of 30 days after the date of service of icemn the persons referred to in subsection
(4) @ and p) and if any of the officers or agents of the Boadpposed or impeded in
taking possession under this section of any houatmpmmodation, the Board may take
such measures as are necessary to have the oscupi@mted from the housing
accommodation and to enforce the surrender ofdh@esand to remove all things and other
movable property found therein.

(10) Any housing accommodation vested in the Bagrder this section or section 9 shall be sold
by the Board to such person and for such consideras the Minister may determine.
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Bagian 9 The Executive Condominium Housing Schens A
mengatur bahwa jika ada kondominium yang telah ldidd@n Menteri
yakin bahwa*

a. pembeli ataupun pasangannya telah menghentikank untu
menghuni akomodasi perumahan dalam jangka waktu
minimum  occupation period, yaitu 5 tahun sejak
diterbitkannya izin kedudukan sementara,;

b. pembeli ataupun pasangannya dalam jangka waktungapa
melalui pelaksanaan hukum atau sebaliknya, mengietuhk
terhadap flat, rumah, gedung atau tanah;

c. akomodasi perumahan telah di pergunakan selairpatiai
untuk akomodasi perumahan dalam jangka waktu mimmu
occupation period (5 tahun sejak diterbitkannyan izi
kedudukan sementara);

“L1bid., Bagian 9 ayat (1), yang berbunyi
9. (1) Where any housing accommodation under tleewive condominium scheme has been
purchased and the Minister is satisfied that —

(@) any purchaser thereof or his spouse has céasmEatupy the housing accommodation
within the minimum occupation period;

(b) subject to subsection (10), any purchaseretifeor his spouse has at any time
acquired, by operation of law or otherwise, anlg tib or an estate or interest in any
flat, house, building or land;

(c) the housing accommodation has been used a#eerthan as a housing
accommodation within the minimum occupation period;

(d) any purchaser thereof has assigned, underlgtaded with the possession of the
housing accommodation within the minimum occupaperiod without obtaining the
prior written consent of the Minister;

(e) any purchaser thereof has failed to performobserve any term or condition
contained in the agreement for the sale and puecbfshe housing accommodation
after a notice in writing has been served on himthy Board or the developer
drawing his attention to the non-performance or-abservance of such term or
condition;

() any purchaser thereof has made a misleadirfglse statement in his application for
the purchase of the housing accommodation;

(g) any purchaser thereof has made a misrepréentaf a material fact, whether
innocently or otherwise, relating to the purchafsthe housing accommodation;

(h) any purchaser thereof has contravened sett{@h ©);

(i) any purchaser thereof has, within the minimootupation period, ceased to be a
citizen of Singapore; or

(i) any purchaser thereof has failed to pay toBbard any premium under section 10,
the Minister may direct the Board to compulsorilycgaire the housing
accommodation.
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d. pembeli telah turut serta atau mengambil bagiangaen
pemilikan suatu akomodasi perumahan dalam jangkeuwa
minimum occupation period (5 tahun sejak diterhbitkga izin
kedudukan sementara), tanpa memperoleh surat pereset
tertulis dari Menteri;

e. pembeli telah gagal untuk melaksanakan atau memsyahat
dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian hll
akomodasi perumahan, setelah ia diberikan peringatdulis
oleh Dewan, atau developer (pengembang) menilanyada
ketidakpatuhan terhadap syarat dan ketentuan tedrseb

f. pembeli telah membuat pernyataan yang salah atau
menyesatkan dalam permohonan untuk pembelian akashod
perumahan;

g. pembeli telah membuat penyajian yang keliru mengeehkéa-
fakta material, baik tidak disengaja maupun disgnga
sehubungan dengan pembelian akomodasi perumahan;

h. pembeli yang melanggar Bagian 7 ayat (1) huruf b;

i. pembeli dalam jangka waktu minimum occupation kr(d
tahun sejak diterbitkannya izin kedudukan semejtara
dihentikannya untuk menjadi warga negara Singapura;

j. pembeli telah gagal untuk membayar uang premi kepad
Dewan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 10;
maka Menteri boleh mengarahkan Dewan untuk mendambi
atau memperoleh secara paksa/wajib akomodasi pbamma
tersebut.

Jika Menteri telah menetapkan suatu akomodasi pEramuntuk
diperoleh atau diambil secara paksa, maka Dewaunsharenyerahkan
peringatan tertulis kepada pemilik dari akomodasiumahan tersebut,
serta kepada semua orang yang diketahui atau dymerenemiliki
kepentingan untuk mengklaim seluruh atau sebagarkdmpensasi yang
harus dibayarkan terhadap akomodasi perumaharbtgéys@ang mana isi
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dari peringatan tertulis tersebut yaitu menyatakamgenai keinginan dari
Dewan untuk mengambil atau memperoleh akomodasnp@ran tersebut
secara wajib/paksa, selain itu juga harus berisilgh kompensasi yang
harus dibayar karenan{a.

Terdapat pengecualian terhadap bagian 9 ayat (Wf Huyang
mengatur bahwa pembeli ataupun pasangannya yaam gahgka waktu
kapanpun, melalui pelaksanaan hukumnya atau salalikmemperoleh
Menteri boleh mengarahkan Dewan untuk mengambil atemperoleh
secara paksa/wajib akomodasi perumahan tersebut.

Pengecualian ini berbunyi sebagai berikut, yaittgpaagian 9 ayat
(1) huruf b tidak berlaku kepada pembeli akomodasiumahan atau
pasangannya yang telah membeli atau memperolekemiro@mng tidak
melebihi harga $250,000, atau harga yang lebitgtidgri itu sesuai yang
diperbolehkan oleh Menteri, dimana sebelumnya tet@mperoleh surat
persetujuan tertulis dari Mentéfi.

Undang-Undang Rumah Susun tidak mengatur pengamhtku
perolehan paksa dari rumah susun. Pengaturan yetag) ¥ang diusung
Singapura memberikan batasan yang lebih ketat keppdmbeli
kondominium di sana.

Bagian 10 The Executive Condominium Housing Schehee
mengatur pembayaran uang premi kepada Dewan batbgdetertentu.
Bagi pembeli kondominium yang sebelumnya telah nedinlbersama
atau sendiri, akomodasi perumahan publik dari Dewaaka orang

“2|bid., Bagian 9 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Where the Minister has made a direction unddysection (1) to compulsorily acquire a
housing accommodation under the executive condamirécheme, the Board shall serve a
notice in writing on the owner of the housing accoodation and all persons known or
believed to be interested in claiming all or anytpe the compensation to be paid for the
housing accommodation stating the Board’s intentmacquire the housing accommodation
and the compensation to be paid therefor.

“3|bid., Bagian 9 ayat (10), yang berbunyi:

(10) Subsection (1)f shall not apply to a purchaser of any housingpagnodation or to his
spouse who has purchased or acquired, with the written consent of the Minister, any
commercial property not exceeding in value $250,@0@uch higher value as the Minister
may allow, at the time of purchase.
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tersebut harus membayar kepada Dewan uang preomisdy tertentu
yang ditetapkan oleh Dew&h.

2.2. Analisis

2.2.1. Celah Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tam 1985

tentang Rumah Susun

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 TeriRamgah
Susun beserta penjelasannya telah menjadi suaéh daelkum yang
dimanfaatkan oleh beberapa kalangan orang-orarek tliertanggung
jawab. Dengan tunduknya rumah susun mewah kepadarigrUndang
Rumah susun telah dimanfaatkan beberapa pihak umemkgaburkan
batasan rumah susun sederhana dengan rumah mevegia sumah susun
mewah juga turut kemudahan fasilitas pembangunarsdisidi. Dengan
kata lain, kekaburan batasan rumah susun seded®sgan rumah susun
mewah dimanfaatkan untuk mengaburkan hak dan keavajidari

penghuni atau pemilik rumah susun.

2.2.1.1. Pengadaan Rumah Susun Sederhana Tidak Bep

Sasaran

Rumah susun sederhana merupakan rumah susun yang
telah sesuai dengan dasar filosofis dari UndangadgdNomor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun, vyaitu diutamakagi ba
golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Rumadunsu
sederhana sering disebut dengan istilah Rusunag yerbagi
menjadi Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik)Rlssunawa

(Rumah Susun Sederhana Sewa).

4 |bid., Bagian 10, yang berbunyi:

10. Where any person who purchases any housing accdation under the executive
condominium scheme had previously purchased, joiotl otherwise, any public housing
accommodation from the Board, the person shalltpdlge Board a premium of such amount
as the Board may determine.
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Rusunami merupakan singkatan dari rumah susun
sederhana milik yaitu bangunan bertingkat yang rdjba dalam
satu lingkungan tempat hunian yang memiliki WC dapur baik
menyatu dengan unit maupun bersifat publik danrdipl melalui
kredit kepemilikan rumah dengan subsidi maupun aasbsidi.
Rusunami memiliki maksimal Rp.144.000.000,00 derigas unit
minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 metereggf3

Contoh dari rumah susun sederhana ini yaitu Rusunam
Ciledug, Rusunami Kota Modern Tangerang, RusunamiaB,
Rusunami Cibubur, Rusunami Cipayung dan sebaga®gtruh
harga rumah susun tersebut antara harga termurtah8ggjuta dan
termahal 144 juta belum termasuk biaya-biaya persgur lain.

Istilah lain yang sering diusung oleh para pengergba
untuk rusunami yaitu Apartemen Bersubsidi. Pengembabih
senang menggunakan istilah apartemen daripada rusnabn
karena konotasi negatif yang melekat. Sedangkaarpeahan kata
bersubsidi disebabkan karena pemerintah membesikiasidi bagi
pembeli Rusunami jika memenuhi syarat. Sedangkay yalak
memenuhi syarat tetap dapat membeli Rusunami, natiokak
mendapatkan subsifi.

Sasaran penerima subsidi merupakan keluarga/rumah
tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasétap
maupun tidak tetap, belum pernah memiliki satuanatu susun
sederhana, belum pernah menerima subsidi satuaahrsusun
sederhana dan termasuk ke dalam kelompok masgarak

berpenghasilan menengah ke bawah dan  berasiagh

5 Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia, “Rarsii Rumah Susun Sederhana
Milik Jabotabek Apartemen Bersubsidi Pemerintah'ttp:Horganisasi.org/rusuna-rusunami-
rumah-susun-sederhana-milik-jabotabek-apartemesubsidi-pemerintgh diunduh 20 Oktober
2010.

“8Admin,“Rusunami-Apartemen Bersubsidi”, http://wwusunami.net/content/rusunami-
apartemen-bersubsjdiiunduh 20 Oktober 2010.
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rendah dengan penghasilan sampai dengan .B0.@00,-
perbulart’.

Golongan masyarakat yang diperbolehkan membeli
rumah susun sederhana dihitung berdasarkan sepetredapi
penghasilan mereka. Jika seperempat dari penghasikreka
yaitu sejumlah besarnya angsuran rumah susun sederimaka
mereka termasuk kategori sasaran pembeli rumatm segslerhana.

Upah Minimum Regional (UMR) di provinsi DKI
Jakarta pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 1.11800%ika
dibandingkan dengan UMR ini, maka seperempat dgn R
1.118.009,- ini merupakan Rp. 279.502,25. Harga dagsuran
rumah susun sederhana lebih tinggi daripada sepetetdMR
tersebut, sehingga masyarakat yang berpenghagbesa UMR
tidak akan mampu untuk membeli rumah susun sedarl@ontoh
angsuran salah satu apartemen bersubsidi di DagyotMtengan
inisial GPR yaitu sebesar Rp. 660.000,00 perbulan.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata rumah susun yang
diberi subsidi atau yang termasuk kategori rumauisisederhana
tidak lagi cocok disebut "sederhana”, sehinggdlebcok disebut
dengan rumah susun menengah bahkan mewah untukapabe
kalangan.

Hal tersebut dikarenakan seperempat dari UMR saja
tidak bisa digunakan untuk mengangsur rumah susderlana
tersebut, dengan demikian kebanyakan pembeli aparne
bersubsidi masih termasuk kategori golongan beipeasigan
menengah. Mereka yang berpenghasilan di bawah UtsiiRsama
dengan UMR vyang bisa dikategorikan golongan mag&gara

“’Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentamgadaan Perumahan dan
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Pdramdelalui KPR Sarusun Bersubsidi,
Permen No. 7/PERMEN/M/2007 , Pasal 1 ayat (5).

“WWordpress,“UpahMinimum Regional”,
http://allows.wordpress.com/2009/01/12/informasamminimum-regional-umy/ diunduh 20

Oktober 2010.
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berpenghasilan rendah, lebih parahnya lagi bagekaeyang tidak
mempunyai pekerjaan tetap.

Keberadaan rumah susun jelas diatur dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susunahlrum
susun mewah yang sering dikaburkan menjadi aparneme
bersubsidi hanya menunggangi karena celah hukunandal
Undang-Undang Rumah Susun sudah barang tentu ra&ayar
yang rendah, sebagaimana yang diamanatkan dalanangnd
Undang Rumah Susun tidak dapat memilikinya.

Rumah susun sederhana dan apartemen bersubsidi
memang mendapatkan subsidi dari pemerintah, narakekhatnya
jauh berbeda. Karena rumah susun sederhana seymm&mang
dibangun benar-benar untuk masyarakat yang tindgalilayah
kumuh dan berpenghasilan rendah, yang pada umuridgk
mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Seraeagartemen
bersubsidi dibangun untuk masyarakat yang berpeiighacukup
tinggi. Lalu bagaimana dengan masyarakat berpenghagndah
yang hanya Rp. 1.118.009,- per bulan (UMR) dan wagaegeri
rendahan untuk dapat memiliki apartemen bersubskeiil
kemungkinannya mereka untuk dapat memiliki rumalsusu
mewah yang bersubsidi tersebut.

Pihak yang membeli rumah susun sederhana bersubsidi
yaitu kebanyakan masyarakat yang mempunyai perighasitap
yang memiliki cukup uang, bukan masyarakat miskingytinggal
di permukiman kumuh. Selain itu, banyak juga caltmcyang
membeli rumah susun sederhana bersubsidi ini ukérkudian
dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi di kemand hari,
disewakan atau dalam rangka investasi.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kenyataangy
ada di rumah susun sederhana bersubsidi di satahdaarah di
Jakarta Utara yang berinisial RSP. Di lahan pankinah susun

Universitas Indonesia

Aspek pelaksanaan..., Henty, FH Ul, 2011.



50

tersebut terdapat mobil-mobil dengan harga beligyarenengah
sampai tinggi. Lahan parkir di rumah susun tersebktplah luas,
dan jarang sekali ditemui ada lahan parkir yangokgs sehingga
menunjukkan bukan hanya segelintir penghuni yangnilile
mobil, namun hampir sebagian besar penghuni satuaah susun
sederhana tersebut. Waktu pengamatan juga dilakuskaa tengah
malam, menunjukkan bahwa mobil-mobil tersebut makap
milik penghuni satuan rumah susun dan bukan m#ikgunjund"’
Bukti lain bahwa pembangunan rumah susun sasaGukudig
oleh hasil survey Pusat Studi Properti Indonesi@P(lp Survey
tersebut sebagian besar penjualan Rusunami tidadggneakan
KPR bank. Pemerintah mengklaim sampai dengan M&9 2ddah
berhasil membangun 40.000 unit sementara yang meaggn
fasilitas KPR hanya 2.000 unit. Sebagian besar woes
menggunakan secara tunai keras dan tunai berthdladpan ada
yang memborong unit pada satu lantai yang membarkigembeli
merupakan investor, untuk kemudian dijual kemb&embeli
Rusunami yang diyakini sebagai investor yang biasdakukan
transaksi properti di atas Rp. 500.000.000,00i fpeklihat
keuntungan (capital ) dari lokasi yang strat&gis

Di sisi lain, investasi pada apartemen sewa di riaka
juga cukup menarik, bila didasarkan pada hasil eutersebut.
Harga beli apartemen US$1.068 bisa menghasilkah skiva
US$1.228 per bulat.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang memberikamgu

bagi kepemilikan rumah susun sederhana dinilaihsalasaran

9 Berdasarkan hasil pengamatan di Rumah Susun Rluit terletak di Jakarta Utara
pada bulan Oktober 2010.

**Kompas Properti, “Program Rusunami Terbukti Salah asagan”,
http://properti.kompas.com/read/xml/2009/06/20/0%246/program.rusunami.terbukti.salah.sasar
an, diunduh 5 november 2010.

*! |rsad Sati, “Apartemen di Jakarta (jual/Sewa): Maoa Prospek Properti Jakarta dari
Survei”, http://rumahpro.com/apartemen-di-jakatalyewa-info-investasdiunduh 9 Desember
2010.

Universitas Indonesia

Aspek pelaksanaan..., Henty, FH Ul, 2011.



51

dengan menawarkan kepemilikan subsidi maupun thepgubsidi.
Jadi kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pyaak tidak
syarat untuk dapat memiliki rumah susun sederhatapit tanpa
mendapatkan subsidi. Seharusnya jangan mencamkeadu
Rusunami kepemilikan subsidi maupun tanpa berdykathirnya
program itu dinikmati masyarakat berpenghasilan engah ke
atas. Akibat dibuka pemerintah memungkinkan swasaborong
Rusunami untuk kegiatan investasi.

Pengamat ekonomi pembangunan, Darwin dari Pusat
(Puslit) LIPI memberikan pernyataan rusunami yargdbar pada
17 kawasan di Jakarta, Bogor,Tangerang, Bekasi, [Dapok
(Jabotabek) kepemilikannya didomisili masyarakatloggan
ekonomi menengah ke atas

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
golongan masyarakat berpenghasilan rendah dalamg ya
sesungguhnya nyata ada di masyarakat benarnya tdakpu
membeli apartemen bersubsidi ini dikarenakan harghunitnya
yang masih terbilang tinggi dibandingkan dengan gpesilan
mereka. Sehingga kebijakan pemerintah untuk memimangmah
susun bagi golongan masyarakat menengah ke bawaladne

tidak tepat sasaran.

2.2.1.2. Penyelundupan Hukum

Para developer yang membangun apartemen bersubsidi
memanfaatkan celah hukum dalam Undang-Undang Ri8uatn
untuk mendapatkan kemudahan perizinan dan pembangun
apartemen tersebut. Demi meraup keuntungan sebesamya,
para developer nakal ini melakukan penyelundup&unudengan

menjual unit apartemen bersubsidi ini kepada ga@ongasyarakat

*ompas Properti, “Pemerintah Beri Peluang Rusuna®alah Sasaran”,
http://properti.kompas.com/read/xml/2009/07/02/1B8&b/pemerintah.beri.peluang.rusunami.sal
h.sasarandiunduh 5 November 2010.
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menengah ke atas yang terbilang cukup mampu settk t
memenuhi kualifikasi sebagai pembeli apartemen ubsidi
tersebut.

Penyelundupan hukum ini misalnya dengan surat
keterangan penghasilan dari calon pembeli dan jsgsat
keterangan belum pernah memiliki rumah sebelumngagy
seharusnya diterbitkan oleh pemerintahan seteniphak calon
pembeli yang tidak memenuhi kualifikasi melakukagrj&sama
dengan pihak pemerintahan setempat serta pihakopevesupaya
bisa membeli apartemen bersubsidi tersebut.

Pihak developer juga meluluskan saja surat-sursetbeit
demi keuntungan sebesar-besarnya dari penjualdrapartemen
bersubsidi yang dibangunnya. la tidak perduli meagesasaran
penjualan apartemen bersubsidi tersebut apakah ¢eparan atau
tidak, hanya mementingkan lakunya unit apartemersubsidi
yang telah ia bangun.

Bukti penyelundupan hukum ini dapat dilihat kesaksi
salah seorang calon pembeli yang dituangkannyamdakabuah
website. Isi dari kesaksian tersebut yaitu calomlpdi sudah
bertanya ke beberapa partemen bersubsidi (salahysagateway
apartment), sales dari apartemen bersubsidi bigrsenenyatakan
bahwa kebanyakan pembeli dari apartemen b&diukersebut
berpenghasilan di atas Rp. 10.000.000,00 sajaj lednti
pembayarannya menggunakan kredit. Menurut calon bpkm
tersebut, hal ini bukanlah yang pertama terjadralbatnya juga
bertanya ke apartemen bersubsidi lain, dari pihekelbper juga

mengusulkan untuk memanipulasi pendap&tan

3 Komunitas dan Perpustakaan Online Indonesia, “RusRnsunami Rumah Susun
Sederhana Milik Jabotabek Apartemen Bersubsidi Fataf”, http://organisasi.org/ rusuna-
rusunami-rumah-susun-sederhana-milik-jabotabektapen-bersubsidi-pemerintah?page=1
diunduh 5 November 2010.
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Bentuk penyelundupan hukum lain misalnya dengan
menggunakan identitas orang lain yang memenuhi ifkaedi
pembelian apartemen bersubsidi untuk membeli up#rtamen
tersebut. Sebagai contoh sebuah keluarga yang gdatkmi
golongan menengah ke atas membeli unit apartemesubizdi
dengan identitas anaknya yang masih kuliah, sehikgelifikasi
belum pernah membeli rumah dan perihal penghasi&ah
terpenuhi dan ia diperbolehkan membeli unit apagteimersubsidi
tersebut, padahal uang yang dipergunakan untuk emb
apartemen tersebut tetap milik orangtuanya yarak trdemenubhi

persyaratan.

2.2.1.3. Batasan antara Rumah Susun Sederhana damah

Susun Mewah Tidak Jelas

Pemanfaatan celah hukum ini dikarenakan batasamneant
rumah susun sederhana dan rumah susun mewah ik |
Batasan sehubungan dengan pembebasan PPN diberi&hn
Menteri Keuangan melalui Keputusan Keuangan Rebubli
Indonesia Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Ruma
Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susutabede
Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar sertanidran
Lainnya Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Darpétean
Pajak Pertambahan Nilai.

Batasan bagi rumah susun sederhana yang dibebaskan
dari PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan iniudidalam
Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Harga jual untuk setiap hunian termasuk stratke tit

tidak melebihi Rp. 75.000.000,00;

2. Luas bangunan untuk setiap hunian tidak melebihi

21 meter persegqi;
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3. Pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai
Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;

4. Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki,
digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak
dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun
sejak dimiliki.

Persyaratan keempat tersebut telah dikemukakangseri
terjadi penyelundupan hukum maupun developer sugdaiga
menikmati pembebasan pajak yang seharusnya tidatekme
peroleh. Sedangkan batasan penerimaan subsidir ditiam
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Pdrama
Melalui KPR Sarusun Bersubsidi mengatur batasagahaubsidi
hanya diberikan kepada rumah susun sederhana yagg jual per
unit satuan rumah susunnya yakni Rp. 144.000.000,00

Batasan mengenai harga saja tidaklah cukup, karena
sering terjadi banyak orang yang membeli dengagaharaksimal
tersebut, demi untuk mendapat berbagai kemudahansdsidi
yang diberikan oleh pemerintah terhadap rumah sssderhana.
Namun setelah memperoleh unit satuan rumah susisebte
dengan harga yang murah, dengan mudah mereka rhag#a
menjadi rumah susun menengah, bahkan mewah. Merekabah
rumah susun sederhana ini menjadi suatu hunianlusiisiang
dilengkapi dengan berbagai fasilitas, karena taldk batasan yang
tegas antara rumah susun mewah dan rumah susuhaeae

Contoh nyata yaitu apartemen bersubsidi di daerah
Jakarta Barat, kawasan Daan Mogot, dengan ainistPR.

Apartemen ini termasuk ke dalam apartemen beirdu dengan
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promosinya harga mulai dari Rp. 89.000.000t®king fee
Rp. 1.000.000,00, cicilan perhari Rp. 22.000k#has PPR.

Harga dari unit apartemen tersebut palimgrah
yaitu Rp. 89.000.000,00, padahal persyarataebas PPN
maksimal Rp. 75.000.000,00. Dengan demikian, $aiah
terdapat penyimpangan fasilitas pembebasan pajak.

Fasilitas yang terdapat di apartemen tersebut yaia
penghijauan sebesar 50%, setiap tower memiliki smirg pool
dan children playground, setiap cafe dan restofingutgolf,
sekolah, jogging track, fitness centre, tennis tdan security 24
jam. Selain fasilitas-fasilitas mewah tersebut, wshonit dari
apartemen tersebut juga terbilang cukup méwah

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka Apartemen GPR yang termasuk apartemen bedsydasia
kenyataannya cukup mewah dan tidak termasuk kategor
sederhana, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidakbatasan
yang jelas antara rumah susun sederhana dan rursah siewah,
selain daripada unit. Batasan yang terlalu mininh dapat
dimanfaatkan pihak-pihak mendapatkan kemudahan sténsidi
belaka dan juga dalam rangka meraup keuntungansaebe
besarnya, sehingga rumah susun sederhana itu médgdtepat

sasaran.

2.2.1.4. Dampak Terhadap Pendapatan Negara Indonas

Negara Indonesia juga terkena dampak yang merugikan
dari adanya celah hukum ini, yaitu perihal pendapategara dari
segi pajak. Dengan pembelian rumah susun sederlodeta

*Green Parkview Residence, “Brosur Green Parkview sideace”,
http://www.ziddu.com/ download/6748334/GreenPanResidences.pdf.html diunduh 20
Oktober 2010.

% Green Parkview Residence, “Fasilitas Green ParkJResidence”, http://fasilitas-
greenparkview.blogspot.cqrdiunduh 20 Oktober 2010.
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golongan masyarakat berpenghasilan menegah ke ataka
mereka menjadi bebas pajak.

Tugas yang diemban pemerintah untuk memberikan
subsidi sebagaimana yang telah diamanatkan dalamanigdn
Undang Rumah Susun menjadi tidak teraktualisasgaerbaik.
Hal ini dikarenakan pihak yang menerima sidi teusepaitu
golongan masyarakat menengah ke mereka juga mebgris
pajak.

Seharusnya golongan menengah ke atas tidak
"diperkenankan membeli rumah susun sederhanabeiras pajak,
seharusnya mereka membeli apartemen non-subsidig yan
dilcenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Namumrardemi
mendapat fasilitas dan kemudahan, mereka rumaim seslerhana
bersubsidi, sehingga mereka tidak dikenakan pajd&l ini
mengakibatkan pendapatan negara dari segi pajakadietidak
optimal.

Oleh karena itu perlu kiranya kajian ulang pemisaha
antara rumah susun sederhana dan rumah susun ragamatidak
ada kerancuan dalam pemberian subsidi kepada rakyalang-
Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susurhsudaip
memadai, hanya saja yang kurang maksimal. Terkadang
peruntukannya tidak tepat sasaran.

Pengaturan mengenai rumah susun mewah harus dibuat
secara tersendiri agar subsidi kepada rakyat talakmati oleh
orang-orang mampu yang tidak berhak. Ketegasan neate
dalam hal ini harus ada, mengingat masih banyakngayarakat
perkotaan yang berpenghasilan rendah atau tidak penayang
tinggal dibantaran kali dan atau dipemukiman kurdaitnya yang
rumah susun sederhana, sehingga program rumah sedarhana
yang sedang digalakkan oleh pemerintah dapat bedes tepat
sasaran. Jika pengaturan rumah susun mewah tidakatdi
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tersendiri, maka sulit untuk mengharapkan prograasiamal
pembangunan rumah susun sederhana akan dapatildrdfaisan
cenderung dimanfaatkan oleh para dan investor ra@mbldahan-
kemudahan fasilitas pembangunan rumah susun dadsudkyat
untuk mengeruk keuntungan materi belaka.

Apartemen bersubsidi  sering dijadikan perm@ain
investor nakal yang hanya ingin memanfaatkan Undamdpng
Rumah Susun, tapi pada tetap saja yang dapat matikianya
orang-orang yang memiliki cukup uang. Sementaraeka@eyang
miskin tidak dapat menikmati, padahal hak-hak mergkndungi
oleh undang-undang. Kerancuan antara rumah suswalmdan

rumah susun sederhana harus segera dipertegas.

2.2.2. Batasan Antara Rumah Susun Sederhana dan Ram Susun

Mewah

Batasan antara rumah susun sederhana dan rumah sesvah
harus segera dipertegas, supaya permasalahan giangdikemukakan
sebelumnya dalam analisis bisa segera teratasi.gdderdemikian
permasalahan mengenai subsidi yang tidak tepatasasamng seharusnya
tidak diterima oleh pihak yang tidak berhak seray@lundupan hukum
dapat diminimalisir.

Rumah susun mewah yang lebih dikenal dengan istilah
"apartemen” dan "kondominium tidak ada batasani pasina yang
termasuk mewah dan mana yang termasuk sederh&magge bangunan-
bangunan yang disebut sederhana dan mendapat isupsida
kenyataannya merupakan bangunan mewah. Akibatnylasids yang
diberikan kepada golongan yang berpenghasilan hemidl@ikmati oleh
pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu mereka yangnitiei cukup uang.
Oleh karena itu sebaiknya rumah susun sederhanailikiebatasan-

batasan lebih jelas dan pasti yang membedakannmgadeumah susun
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mewah. Pembatasan ini antara lain dari segi hamgahtdan lokasi, serta
fasilitas.

2.2.2.1. Harga Tanah dan Lokasi

Harga jual suatu properti sangat dipengaruhi olatydn
tanah di atas properti itu berdiri. Harga tanah tantunya
dipengaruhi oleh lokasi dimana tanah itu beradag&ldanah di
kawasan Jalan Sudirman Jakarta jauh lebih mahgladr harga
tanah di kawasan Cengkareng. Hal ini dikarenakém Jaudirman
berlokasi di jantung ibu kota Jakarta yang merupgkasat bisnis
dan niaga. Di Jalan Sudirman dapat ditemui berbagaiung-
gedung pencakar langit. Beda halnya dengan Cengkaseang
tidak dikelilingi oleh gedung pencakar langit, derkenal dengan
daerah macet dan kurang tertata dengan baik.

Harga tanah yang berlokasi di Jalan Sudirman tematun
jauh lebih mahal daripada harga tanah yang berlokhs
Cengkareng. Jika developer membangun sebuah prajestas
tanah yang bernilai jual tinggi tentunya unit yahgial juga akan
bernilai tinggi, supaya developer dapat meraup kewgan yang
tinggi. Sebaliknya jika properti tersebut dibanglirkawasan yang
tanahnya tidak bernilai jual tiggi, tentunya unijudl juga tidak
akan terlalu tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumah susun mewah
harus dibatasi pembangunannya hanya pada kawasgnhgaga
tanahnya bernilai jual tinggi di lokasi yang teaniy strategis.
Rumah susun menengah yang juga bebas subsidi dak pa
dibangun di kawasan yang nilai tanahnya tidak lerienggi dan
kawasan yang cukup strategis.

Sebaliknya, rumah susun sederhana dibangun di
pinggiran kota, yang tidak terlalu strategis, denlgkasi yang jauh
dari pusat kota, mengingat harga tanah di kawasasehlut
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tentunya murah dan dengan demikian akan murah etangkau
oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendahaydupumah
susun sederhana yang bersubsidi dan bebas pajadtaikijatuh ke
tangan mereka yang memiliki cukup uang, maka rursasun
sederhana dibangun di pinggiran kota yang menwulitknereka
untuk beraktivitas ke pusat kota, sehingga mereiggan untuk
memilikinya.

Rumah susun menengah yang disalahgunakan apartemen
bersubsidi, ditempatkan di daerah yang cukup sfiatelan
tanahnya bernilai jual cukup ini menarik minat nkareyang
memiliki cukup uang untuk memperolehnya, karenagdarharga
murah dan subsidi mereka dapat memiliki huniangyimbilang
cukup mewah tersebut, bahkan kemudian merubah mwaag
lebih mewah dari sebelumnya.

Sebaiknya rumah susun sederhana yang
diperuntukkannya bagi golongan masyarakat berpesiigha
rendah, seperti mereka yang tinggal di kawasan kymibangun
di pinggiran kota yang tidak strategis, atau malélangun di dekat
kawasan kumuh itu sendiri yang tujuan pembanguranny
menampung mereka yang sebelumnya tinggal di kawksaruh
itu.

Hal ini untuk menghindari pemanfaatan subsidi dan
kemudahan pembangunan dinikmati mereka yang tidakal,
yaitu sengaja membangun rumah susun yang merekat seb
sederhana di kawasan yang cukup strategis dendan tamnah
cukup tinggi, untuk kemudian dijual kepada golongaasyarakat
menengah ke atas. Sehingga pemerintah harus mkaetdpngan
tegas lokasi mana saja yang ditujukan untuk hunmamah dan
dikontrol kenaikan harganya, serta lokasi mana sajak lahan

properti premium.
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Sebagai perbandingan, sebelum krisis ekonomi yang
terjadi pada 1997, rasio perbandingan harga priogerfakarta
dengan Singapura hanya 1:3. Namun, dari hasil sudlebal
Property Guide terlihat rasio harga properti itikrtajam menjadi
hampir 1:11 (US$1.068: US$11.800), dilihat dari daarjual
apartemen®

Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk
Hiramsyah S. Thaib menyebutkan harga kondominium di
Jakarta rata-rata US$1,345 atau sekitar Rpl3 juta per m, jauh
lebih murah dibandingkan dengan harga kondominium di
Singapura yang mencapai US$10,723 per m atau RplO7 juta per
m; atau di India US$11,413 per m" serta di Hong Kong dan
Jepang yang sudah di atas US$15,000 per m.57

Sehingga pemerintah harus segera mempertegasrbatasa
antara rumah susun sederhana dan rumah susun meerafan
demikian permasalahan mengenai subsidi yang telat tsasaran,
yang seharusnya tidak diterima oleh pihak yangktiserhak serta
penyelundupan hukum dapat diminimalisir.

Sebagai contoh, harga apartemen (atau sering disebu
dengan flat) yang disubsidi oleh pemerintah Singapuerkisar
antara $70.000 - $400.000/lefitsedangkan harga kondominium
dimulai dari $ 1.400.008 — tergantung dengan lokasi tanah,

fasilitas, luas kondominum, dan pertimbangan lamny

% Irsad Sati, “Apartemen di Jakarta (jual/Sewa)mbaca Prospek Properti Jakarta dari
Survei”, http://rumahpro.com/apartemen-di-jakartalgewa-info-investasdiunduh 9 Desember
2010.

*Dadan Murhanda, “Memperbesar Pasar Kondominium WMéwa
http://bataviase.co.id/detailberita-10521518.huitinduh 9 Desember 2010.

*® HDB Press Release$HDB Launches at New Build-To-Order Projects in Ryoit
http://www.hdb.gov.sg/fi10/fi10296p.nsf/PressRetesd€9D2AFC575561ABC4825770B00101D
F7?0penDocumentdiunduh 9 Desember 2010.

%9 Singapore Expats, “Singapore Property Classifieds”
http://www.singaporeexpats.com/housing-in-singafsimgapore-property/buy-apartment-condo-
district-09.htm diunduh 9 Desember 2010.
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2.2.2.2. Fasilitas

Setiap rumah susun dilengkapi dengan fasilitadizsi
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 qdat@88
tentang Rumah Susun, khususnya Paragraf 9 yangidbeérj
Fasilitas Lingkungan.

Pasal 27 dan 28 Peraturan Pemerintah tersebut menga
bahwa dalam rumah susun dan lingkungannya hareslidisan
ruangan-ruangan dan/atau bangunan untuk pelayaelmtuhan
sehari-hari sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka setiap
rumah susun harus dilengkapi dengan fasilitas. Rursasun
mewah melekat dengan image hunian yang memilikiliths
lengkap kelas atas. Salah satu masyarakat berplagha
menengah ke atas membeli apartemen yaitu karemanmgmiliki
kehidupan layaknya hotel.

Hotel selalu dilengkapi dengan fasilitas-fasilieperti
spa, sauna, swimming pool, children playgroundieBs centre,
cafe dan resto. Supaya mereka bisa menikmati kpardseperti di
hotel setiap mereka membeli apartemen. Fasilitasipagan tarik
dari hunian apartemen. Untuk merawat fasilitaslifasi ini maka
penghuni dikenai maintenance atau biaya pemeliharaapaya
fasilitas-fasilitas ini tetap terpelihara dalam #ean baik. Rumah
susun mewah memiliki biaya maintenance yang hallunterawat
fasilitas-fasilitasnya.

Rumah susun sederhana juga harus dilengkapi asilita
umum dalam rangka media sosialisasi. Karena rumaguns
sederhana diutamakan bagi golongan berpenghasitaain, maka
biaya maintenance yang dipungut harus seminimal gkion
sehingga dengan demikian fasilitas umum yang dibangga

harus minimal.

Universitas Indonesia

Aspek pelaksanaan..., Henty, FH Ul, 2011.



62

Batasan bagi fasilitas umum di rumah susun sedarhan
dapat dibuat dengan cara setiap jenis fasilitasnurbarjumlah 1
buah saja. Banyak terjadi apartemen subsidi yarmangun
dilengkapi satu jenis fasilitas umum di setiap towea, seperti
contohnya Lower dilengkapi kolam renang, jadi jikamemiliki 5
tower maka apartemen ini memiliki 5 buah kolam renadal ini
menunjukkan bahwa apartemen bersubsidi terseburisatya
memiliki biaya maintenance yang tinggi untuk pertama
fasilitasnya tersebut.

Hal ini merupakan pembohongan publik, dimana
apartemen bersubsidi ini seharusnya ditujukan kgagongan
masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga managkimun
mereka mampu membayar biaya maintenance terhaddpata
fasilitas umum yang banyak tersebut. Selain itgjlifas umum
bagi rumah susun rangka memenuhi kehidupan layehk sela
jaminan keselamatan, seperti keamanan 24 jam.nSalafasilitas
umum dalam rumah susun hanya dalam rangka medaisasi,
sehingga fasilitas umum lain selain untuk tujuardimesosialisasi,
seperti spa dan sauna, private lift untuk setiagpeni tidak boleh
dijadikan sebagai suatu fasilitas umum di rumalusgederhana.

Berdasarkan hal tersebut, maka fasilitas umum dalam
rumah susun sederhana harus berjumlah minimay g§auah saja
untuk seluruh jumlah tower, serta fasilitas tersefanya dalam
rangka media sosialisasi. Pembatasan ini supaya maintenance
tidak tinggi dan juga daya tarik apartemen berglib&iagi
golongan menengah ke atas sehubungan dengan kapemgk

fasilitas umum menjadi berkurang.

2.2.2.3. Batasan Bagi Pembeli Rumah Susun Sederhana
Pembeli rumah susun sederhana juga harus diatilr leb
ketat, supaya tidak sembarang orang yang tidak memesyarat
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bisa membeli rumah susun sederhana yang bersudzsidbebas
pajak ini. Batasan ini dapat tercermin dari pengatuumah susun
di Singapura dalam The Executive Condominium HayS8oheme
Act. Perihal pembelian rumah susun sederhana, gembeah
susun sederhana sebaiknya diatur dibatasi syaaedtsyaitu tidak
seorangpun diperbolehkan membeli rumah susun sauerjika
orang istrinya telah membeli properti atau tanaklardajangka
waktu tertentu, ataupun menjual atau tanah dalamgkg waktu
tertentu. ini supaya menunjukkan bahwa pembeli pa@n
benar-benar tidak mampu, sehingga memenuhi petayasabagai
pembeli rumah susun sederhana. Pembatasan bagielpguda
harus lebih tegas dalam hal penyelundupan hukuity pambeli
tidak diperbolehkan membeli rumah susun sederhdkea ip
membuat pernyataan palsu atau dokumen palsu datambgiian
rumah susun sederhana tersebut. Sanksi bagi penybalj
membuat pernyataan atau dokumen palsu yaitu piejanj
pembelian rumah susun tersebut batal serta dikenalanda
dengan batasan sebesar-besarnya tertentu.

Pembatasan bagi pembeli rumah susun juga diatuvabah
kecuali dengan surat tertulis dari pemerintah, rdakeal ini yaitu
Badan Pertanahan, tidak seorangpun diperbolehkan:

a. Dalam jangka waktu sejak membuat permohonan
pembelian rumah susun sampai tanggal serah terima
satuan rumah susun, atau

b. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal serah
terima satuan rumah susun.

Mengalihkan Akomodasi Perumahan kepada Pihak Lain

Selanjutnya diatur jika ada pengalihan yang dilyaaiy
mana bertentangan dengan ketentuan tersebut hatak demi
hukum, dan bagi si pembeli yang telah melanggaetert diberi
hukuman vyaitu dinyatakan bersalah karena melangdgn
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dikenakan denda dengan batasan sebesar-besarnygtuter
Pembatasan-pembatasan bagi calon pernbeli rumah seisebut
diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyalalaguneelah
hukum dalam Undang-Undang Rumah Susun oleh piHadkpi
yang tidak bertanggung jawab.

2.2.2.4. Undang-Undang Rumah Susun Mewah vyang

Terpisah dari Undang-Undang Rumah Susun

Permasalahan penyalahgunaan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun bagi beberap#t dédpat
diatasi dengan membentuk satu undang-undang banigale dari
Undang-Undang Rumah Susun yang mengatur mengenai
"apartemen” dan "kondominium®”, atau rumah susun ahew

Lahirnya Undang-Undang Rumah Susun Mewah ini
mengatur mengenai pengadaan rumah susun mewah bgdnas
dari subsidi dan dikenakan pajak, sehingga tidak ladi pihak
yang membangun rumah susun bersubsidi, padahabteamnya
rumah susun tersebut mewah dan masyarakat rendatikaB
sering terjadi setelah membeli rumah susun sedariersebut,
mereka merubahnya menjadi hunian mewah, dikarendak ada
batasan yang jelas antara sederhana dan mewanam&iurnya
Undang-Undang Rumah Susun, maka batasan antardn reusan
mewah dan rumah susun sederhana menjadi jelas.

Rumah susun mewah terbagi ke dalam dua jenis yaitu
"apartemen” dan "kondominium”. Istilah ini sama-samerupakan
untuk tempat hunian, yang terdiri dari unit-unitngamasing-
masing dapat dimiliki secara terpisah. Namun adebguaan
perihal fungsi dari apartemen dan kondominium Aypartemen
lebih berfungsi sebagai residen, sedangkan fungsddminium

lebih mengarah kepada unsur menikmati layaknyal hotanun
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dalam jangka waktu yang lama, sehingga kondominighih
memiliki banyak fasilitas seperti hotel.

Tujuan dari pengadaan rumah susun mewah ini yaitu
untuk menyediakan kebutuhan akan hunian mewah denga
berbagai fasilitas- fasilitas berbiaya maintenatioggi. Tujuan
lainnya yaitu untuk menyediakan perumahan dalamgkan
mengatasi keterbatasan lahan.

Semoga dengan lahirnya Undang-Undang Rumah Susun
Mewah ini mampu meniadakan celah hukum dalam Undang
Undang Rumah Susun, sehingga dengan demikian rhagatay
ditimbulkan dari celah hukum ini juga dapat ditikaia.

BAB Il
PENUTUP

Simpulan

1. Pengaturan rumah susun mewah belum diatur s¢slasa dalam ketentuan

perundang-undangan di Indonesia. Dewasa ini, rusw@un mewah yang

dikenal dengan “apartemen” dan “kondominium” bantedsebar luas di kota-

kota besar di Indonesia. Pengaturannya masih megangg Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, karenambelda suatu

undang-undang tersendiri yang mengatur mengenaahusaisun mewah di

Indonesia. Hal ini menimbulkan beberapa permasalalyaitu kekaburan
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antara batasan rumah susun mewah dan rumah suserha®a yang sering
dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkaak-hak yang
seharusnya bukan miliknya dengan cara melakukayepgemdupan hukum.
Akibatnya, pengadaan rumah susun sederhana meicjaklitepat sasaran dan
pendapatan negara dari segi pajak menjadi tidaknapt

2. Dengan membentuk satu undang-undang baru terpisa Undang-Undang
Rumah Susun yang mengatur mengenai "apartemer’kdadominium®, atau
rumah susun mewah. Undang-Undang Rumah Susun Meéwahengatur
mengenai pengadaan rumah susun mewah yang bebasutisidi dan
dikenakan pajak, sehingga tidak ada lagi pihak yaeghbangun rumah susun

bersubsidi, padahal kenyataannya rumah susun teénsewah.

3.2. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan jiemaaka perlu dibentuk suatu
Undang-Undang Rumah Susun Mewah yang memuat halam berkaitan
dengan rumah susun mewah.

2. Pembatasan persyaratan terhadap sasaran peanb&fi susun sederhana perlu
dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun IB&8%ang Rumah
Susun sehingga tujuan dasar pembangunan rumah dapahtercapai. Serta
adanya batasan dan persyaratan yang lebih ketat patbelian rumah susun.
Contoh: apabila seorang isteri telah membeli sebadrtemen bersubsidi

maka sang suami tidak lagi memiliki hak untuk melndygartemen bersubsidi.
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